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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap ujrah talangan haji yang 
melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Cabang Dukun Jawa Timur. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana pelaksanaan pembiayaan nasabah 
talangan haji yang gagal bayar di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun jawa 
timur? Bagaimana analisis Fatwa DSN terhadap ujrah talangan haji yang melebihi 
tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur? 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan 
studi dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode 
dekriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang berkaitan dengan fakta tentang 
pembiayaan nasabah talangan haji yang menunggak dalam melunasi pembayaran 
talangan  haji di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan talangan haji yang gagal bayar 
di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur bagi nasabah yang sudah 
mencicil atau mengangsur tetapi saat jatuh tempo belum lunas maka harus membayar 
ujrah kembali dan menyerahkan jaminan. ujrah tersebut dilihat dari jaminan, semakin 
berharga jaminan yang diberikan maka semakin besar ujrahnya. Dan objek jaminan 
tersebut harus memberikan manfaat Sedangkan untuk nasabah yang belum bayar sama 
sekali dan saat jatuh tempo belum lunas maka harus membayar ujrah seperti di awal. 
dalam perpesktif Fatwa DSN, akad pembiayaan talangan haji di KJKS BMT Mandiri 
Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur sudah sesuai dalam menerapkan praktiknya 
tersebut, ujrah yang dibebankan ketika nasabah mencicil dan saat jatuh tempo belum 
lunas  diambil dari ija>rah  dan akad  rahn  bukan diambil dari akad qard} sehingga tidak 
diambil dari besarnya hutang. Sedangkan, dalam praktik nasabah yang belum lunas dan 
belum pernah mengangsur sama sekali maka dikenakan ujrah  yang sama seperti diawal 
dan itu bertentangan dengan fatwa DSN bahwa besarnya ujrah tidak boleh dibesarkan 
dengan hutang dan Kaidah fiqih mengatakan, “Setiap qard} yang meminta manfaat 
adalah riba. Sehingga qard}}  tersebut tidak boleh diminta ujrahnya.  

 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Dukun Jawa Timur lebih berhati-hati dalam menerapkan produk-produk yang 
mengarah kepada pembiayaan yang bersifat non syariah dan agar mengkaji ulang dengan 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang pembiayaan dana talangan haji yang melebihi 
tempo agar lebih sesuai dengan hukum Islam dan lebih baik dari tahun ke tahun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ibadah haji termasuk rukun Islam yang ke lima, dan diwajibkan setiap 

umat Islam untuk menjalankan bagi yang mampu. Mampu yang dimaksud 

yaitu mampu dalam keadaan rohani dan jasmani. Seperti dijelaskan di dalam 

Al Quran Qs Ali Imran Ayat 97: 

طَاعَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ هَّقَامُ إِبِرَاهِينَ وَهَي دَخَلَهُ كَاىَ آهِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيِتِ هَيِ اسِتَ
 -٧٩-الله غَنِيٌّ عَيِ الْعَالَوِيَن  إِلَيِهِ سَبِيلًا وَهَي كَفَرَ فَإِىَّ

Terjemahan : Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam 

Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) 

kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke 

Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke 

sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.
1
 

Pinjam uang untuk pergi haji bagi mereka yang memang belum punya 

uang cukup merupakan sebuah tindakan takalluf atau memaksakan diri yang 

bukan pada tempatnya. 

Padahal isyarat dan pesan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa hanya 

mereka yang mampu saja yang diperintahkan untuk berangkat haji. Kalau 

memang belum punya harta sebesar itu, kewajiban berangkat haji sudah gugur. 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya , (Jakarta: Cahaya Widya, 2011). 902. 
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  Masyarakat agar bisa berangkat haji itu dengan ikut pembiayaan 

talangan haji di LKS. Dengan begitu nasabah memperoleh jasa dari LKS 

untuk mendapatkan sebuah porsi Haji dan bank LKS sendiri mendapat ujrah 

dari nasabah. Sehingga LKS membaca peluang dari masyarakat untuk 

mendirikan produk talangan haji. 

Sebagaimana kita ketahui, karena banyaknya peminat mereka yang ingin 

berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka pihak Kementerian 

Agama RI mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu 

sejumlah dana (kurang lebih 25 juta) sebagai ‘tanda jadi’ bahwa mereka serius 

ingin berangkat haji. 

Tanpa setoran awal ini, maka seorang jamaah tidak akan tercantum 

namanya dalam daftar antrian. Bahwa biaya naik haji sekitar 40 jutaan 

sedangkan uang 25 juta hanya bisa untuk mendapatkan seat porsi haji. 

Tentu buat mereka yang belum punya uang sebesar 25 juta, tidak 

mungkin ikut antrian. Oleh karena  itu agar segera bisa ikut antrian, pihak 

bank kemudian menawarkan dana segar pinjaman kepada para calon jamaah 

haji. Dengan syarat bahwa calon jamaah haji harus mematuhi prosedur dan 

persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut. 

 Dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak 

bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Dan 

untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam  ‛uang 
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jasa‛, yang tentunya menjadi sebuah transaksi yang bersifat profit margin 

tersendiri dalam bisnisnya.
2
 

Maka dalam hal ini KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa  

Timur membuka PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji). Karena untuk 

membantu dan mempermudah  umat muslim yang ingin melakukan ibadah 

haji. Dan dalam hal ini dana talangan tersebut diberikan untuk mendapatkan 

kursi haji melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). 

Munculnya produk talangan haji tersebut maka dewan syariah Nasional 

mengeluarkan Fatwa MUI NO 29/Dsn –MUI /VI/ 2002 tentang pembiayaan 

pengurusan haji lembaga keuangan Syariah adalah sebagai berikut: ‚dalam 

pengurusan haji bagi nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat 

memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al- ija>rah sesuai 

Fatwa DSN-MUI No. 9 /DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH 

nasabah dengan menggunakan prinsip qard}} sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak 

boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar  imbalan jasa al- 

ija>rah  tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qard} yang diberikan LKS 

kepada nasabah.
3
 

                                                           
2
 Ahmad Sarwat, ‚ Halalkah Dana Talangan Haji dari Bank‚, dalam http: // rofiqa.wordpress.com, 

Tanya jawab. Html, diakses pada 4 November 2015.   
3
 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Jilid 1Edisi Revisi 

(Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006),  176. 
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Bila dikaitkan dengan  Fatwa  DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 maka 

lembaga keuangan tidak boleh mengambil jasa berkali-kali ketika nasabah 

sudah mendapatkan seat  porsi haji. Ketika LKS jasanya sudah diselesaikan. 

 KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun menggunakan pembiayaan 

dengan  menggunakan akad al- ija>rah  untuk mendapatkan ujrah dari nasabah. 

Lafal al- ija>rah dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. al- 

ija>rah  ini merupakan bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan 

hidup manusia.
4
 

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ija>rah itu senantiasa 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya 

yang tidak merugikan salah satu pihak pun  terpelihara pula maksud mulia 

yang diinginkan agama. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam melaksanakan aktivitas ija>rah yaitu bahwa para pihak yang 

menyelenggarakan akad  ija>rah tersebut haruslah berbuat atas kemauan sendiri 

dengan penuh kerelaan tanpa adanya paksaan. 

Melakukan akad ija>rah tidak boleh juga ada unsur penipuan, baik yang 

datang dari muajjir  atau pun dari musta’jir.  Dan dalam rangka ini kedua 

belah pihak harus memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang 

mereka jadikan sasaran dalam berija>rah, sehingga antara keduanya tidak ada 

yang merasa dirugikan. 

Pemberian upah atau imbalan (ujrah) dalam ija>rah mestilah berupa 

sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan 

                                                           
4
 Nasrun Harun,  Fiqih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007),  230. 
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dengan kebiasaan yang berlaku.
5
 sehingga kebanyakan masyarakat 

menggunakan uang tersebut sebagai imbalan. 

 Pelaksanaan dana talangan haji ini nasabah harus membayar setoran awal 

dan membayar ujrah di depan, membuka rekening BSM dan membuka 

rekening tabungan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun untuk 

memperoleh dana talangan haji sebesar 22,5 juta rupiah dan nasabah diberi 

jatuh tempo dalam waktu 1 Tahun dalam membayar dana talangan haji 

tersebut.  

Imbalan atau jasa yang dikenakan kepada nasabah talangan haji yaitu 

sudah dibayar diawal untuk mendapatkan seat porsi haji yang dibantu oleh 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun dan biaya jasa tersebut sudah 

ditentukan oleh KJKS tersebut.  

Dasar yang digunakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun 

dalam pengambilan ujrah dari nasabah yaitu karena KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera sudah membantu nasabah dalam mendapatkan seat porsi haji. 

Nasabah talangan haji di KJKS BMT Mandiri Sejahtera pada nasabah 

yang melakukan pembiayaan tersebut harus menyetorkan uang 6. 200.000 

untuk mendapatkan seat porsi haji. Berdasarkan setoran awal 6. 200.000 

tersebut meliputi setoran awal 2. 500.000, ujrah 3.000.000, membuka dua 

rekening tabungan 600.000 dan pengurusan materai 100.000. Sehingga 

nasabah  diberi waktu 1 tahun oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

                                                           
5
 Helmi Karim. Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36. 
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Dukun Jawa Timur untuk mengembalikan  uang  dana  talangan haji sebesar 

22, 5 juta dan ketika nasabah sudah mendapatkan seat  porsi haji.    

 Jika nasabah tidak dapat membayar dengan waktu yang ditentukan 

(menunggak ) maka nasabah dikenakan ujrah yang sama seperti di awal yaitu 

membayar 3 juta  dan harus  dibayar  di depan dan melakukan perpanjangan 

akad. 

Maka  dalam hal ini penulis mengambil judul tentang ‚Tinjauan Fatwa 

DSN Terhadap Ujrah Talangan Haji Yang Melebihi Tempo Di KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur.‛ 

 

B. Identifikasi dan Batasan  Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas bahwa dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembiayaan nasabah talangan haji. 

2. Akad yang digunakan oleh BMT . 

3. Imbalan atau jasa (ujrah) yang dikenakan kepada Nasabah Talangan Haji 

secara umum. 

4. Dasar hukum yang digunakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera dalam 

hal pembiayaan talangan haji.   

5. Tinjauan hukum Islam terhadap ujrah talangan haji.  

6. Imbalan atau jasa (ujrah) yang dikenakan kepada nasabah talangan haji 

yang melebihi tempo. 
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7. Tinjauan hukum Islam terhadap ujrah talangan haji yang melebihi tempo 

di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

Dalam hal ini agar  penulis dapat fokus dalam penulisannya maka penulis 

akan membatasi Masalah yang penulis Bahas agar terarah sehingga penulis 

mengkaji tentang : 

1. Tentang imbalan atau jasa (ujrah) yang dikenakan kepada nasabah talangan 

haji yang melebihi tempo.  

2. Tinjauan hukum Islam terhadap ujrah  talangan haji yang melebihi tempo  

di KJKS BMT Mandiri sejahtera. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Nasabah Talangan Haji yang gagal 

bayar di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur ? 

2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN terhadap ujrah talangan haji yang 

melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa 

Timur ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran tentang 

topik  yang diteliti oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulanggan 

atau plagiasi kembali. Setelah penulis mencari atau menelusuri kajian pustaka 

dari awal penulis tidak menemukan dan membaca skripsi antara lain : 
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1. Skripsi oleh Yuyun Setia Wahyuni yang berjudul ‚ Analisis Hukum Islam 

Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad al-ija>rah 

Multijasa‛. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya 2010. Pada skripsi tersebut hasil penelitian 

lebih ditekankan bahwa aplikasi pembiayaan talangan haji di BNI Syariah 

Cabang Surabaya menggunakan akad ija>rah multijasa. Objeknya adalah 

nomor seat  porsi haji. Dimana nasabah membuat permohonan pembiayaan 

talangan haji dan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan. Dalam perpesktif  Hukum Islam, akad pembiayaan talangan 

haji di BNI Syariah cabang Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam. 

Letak ketidak sesuaiannya adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan 

talangan haji ini semestinya adalah akad hutang piutang (qard}) dan bukan 

akad ija>rah namun pada praktiknya bank menggunakan akad ija>rah 

multijasa.
6
 

2. Hidayatun Nadifah yang berjudul ‚ Studi penerapan akad Qard} pada 

produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam 

perspektif hukum Islam‛. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2012. Pada skripsi tersebut  

hasilnya lebih  menekankan bahwa penerapan akad qard} pada produk 

talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya. Sebagai pinjaman kepada 

nasabah calon haji yang membutuhkan dana talangan pada saat pelunasan 

BPIH guna memperoleh seat porsi haji. Dalam memberikan pinjaman 

                                                           
6
 Yuyun Setia Wahyuni, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan 

Menggunakan Akad al-ijarah Multijasa‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).  
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(qard}}}) BTN Surabaya membebankan biaya administrasi yang jumlahnya 

tergantung pada besarnya pinjaman (qard}) kepada nasabah talangan haji 

sebagai biaya operasional. Menurut perpektif hukum Islam qard\} 

merupakan pinjaman non komersial yang berasaskan tabarru’ (tolong 

menolong). Sehingga BTN Syariah tidak mengambil keuntungan berupa 

apapun dalam memberikan pinjaman.
7
  

3. Kartika Tri Mukti yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Aplikasi Akad Pembiayaan Dana talangan haji pada Bank Mega Syariah 

Cabang Surabaya‛. Jurusan muamalah Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  2012. Pada skripsi tersebut hasilnya 

lebih menekankan bahwa aplikasi pembiayaan dana talangan haji di Bank 

Mega Syariah Cabang Surabaya menggunakan akad qard} wa ija>rah. dengan 

dengan ketentuan untuk pembiayaan qard}} bank bertugas meminjamkan 

dana talangan haji sejumlah tertentu, dan nasabah wajib melunasi dari 

jumlah pokok pinjaman tersebut. Sedangkan ija>rahnya adalah terkait 

dengan sewa jasa yang dilakukan oleh pihak bank dalam proses penerbitan 

porsi haji dari SISKOHAT. dalam perpektif Islam, dalam perpektif hukum 

Islam, secara keseluruhan apa yang diterapkan Bank Mega Syariah Cabang 

Surabaya sudah sesuai dengan konsep hukum Islam berdasarkan dalil QS. 

Al- Baqarah ayat 280 (tentang qard}})  dan sesuai dengan fatwa DSN MUI 

                                                           
7
 Hidayatun Nadifah, ‚Studi penerapan akad Qard pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN 

Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 

Surabaya, 2012). 
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No. 19 tahun 2001 dan dengan menggunakan  ija>rah  sesuai fatwa MUI No. 

9 tahun 2000.
8
 

4. Siti Rofiqoh Kusuma Wardani yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penentuan Ujrah pada pembiayaan Haji di BNI Syariah Cabang 

Semarang.‛ Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang 2013. Pada skripsi 

tersebut lebih  menekankan Pelaksanaan pembiayaan haji di BNI Syari’ah 

Cabang Semarang menggunakan akad Qarḍ} wal Ija>rah. Akad Qarḍ} 

digunakan sebagai akad dalam memberikan pinjaman dana talangan haji 

kepada nasabah, sedangkan akad Ijarah digunakan sebagai representasi 

atas ujrah yang diambil berdasarkan jasa bank dalam menguruskan 

administrasi di Kementerian Agama. Bank BNI Syari’ah memang 

seharusnya mendapatkan ujrah atas pengurusan tersebut, tapi pada 

kenyataanya ujrah yang diambil berdasarkan jumlah talangan qarḍ} yang 

diberikan kepada nasabah. Dan ini belum sesuai dengan hukum Islam.
9
 

5.  Muhammad Bachtiyar Rifai yang berjudul ‚ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Produk Talangan Haji (Study di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Cik Tiro (Yogyakarta).‛  Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Pada skripsi  

tersebut  hasilnya lebih menekankan bahwa produk talangan haji BSM 

                                                           
8
 Kartika Tri Mukti, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Pembiayaan Dana talangan 

haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya‛ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012). 
9
 Siti Rofiqoh Kusuma Wardani, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujrah pada 

pembiayaan Haji di BNI Syariah Cabang Semarang‛ (Skripsi--IAIN Wali Songo, Semarang, 

2013). 
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dalam prakteknya tetap memperhatikan aspek kemampuan financial 

nasabah dan memberikan dampak kemaslahatan yang nyata bagi kedua 

belah pihak,  bank dan nasabah dan keberadaan produk ini telah sesuai 

dengan hukum Islam.
10   

6.  Ayu Yeni Chanita Sari yang berjudul ‚ Tinjauan Maslahah Terhadap 

Fatwa DSN No. 29/ DSN- MUI/ V1/2002 Tentang Pembiayaan dan 

Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo.‛ Jurusan Muamalah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013. Pada 

skripsi ini lebih menekankan bahwa penerapan fatwa DSN No. 29/ DSN- 

MUI/ V1/2002 dalam produk pembiayaan talangan haji BRI Syariah ini 

sesuai dengan akad qard} dan ija>rah. Dan problematika terhadap penerapan 

fatwa ini yaitu muncul dari para nasabah yang tidak mampu melunasi 

pembiayaan tepat pada saat jatuh tempo dan pembatalan porsi hajinya. Dan 

dari penerapan fatwa DSN No. 29/ DSN- MUI/ V1/2002 dalam produk 

pembiayaan ini yang dimiliki BRI Syariah termasuk produk yang haram 

sebab menimbulkan mafsadah yang sangat besar.
11

 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang ditulis oleh peneliti 

mempunyai perbedaan bahwa dalam hal ini penulis lebih fokus dalam hal 

ujrah talangan haji yang melebihi tempo yang berkenaan dengan  

                                                           
10

 Muhammad Bachtiyar Rifai, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Study 

di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro (Yogyakarta)‛ (Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 

2010). 
11

 Ayu Yeni Chanita Sari, ‚ Tinjauan Maslahah Terhadap Fatwa DSN No. 29/ DSN- MUI/ 

V1/2002 Tentang Pembiayaan dan Pengurusan Haji di BRI Syariah Sidoarjo‛ (Skripsi--IAIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 
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pembebanan ujrah yang diberikan jika nasabah tidak bisa membayar pada 

waktu tempo yang ditentukan (menunggak). 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini antara 

lain : 

1. Untuk mengetahui  pelaksanaan pembiayaan Nasabah Talangan Haji yang 

gagal  bayar di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap ujrah talangan haji yang 

melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa 

Timur. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian yang peneliti lakukan ini mudah-mudahan dapat 

bermanfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak 

lain yang berkepentingan. Dan kegunaan secara umum meliputi: 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan untuk mencari dan  membuktikan teori-teori 

yang sudah ada dan diimplikasikan pada kenyataan yang ada dilapangan. 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan  Peneliti dan semua pihak yang berkaitan dalam memahami 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 
 

dan menguasai teori yang telah diajarkan. Dan tidak menutup 

kemungkinan juga untuk pemahaman publik.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk peneliti dalam hal pengalaman baru 

yang dapat dilakukan dan dapat mengasah kemampuan yang mendalam  

dalam menerapkan suatu ilmu dan kreativitas di lapangan atau di dalam 

masyarakat. 

 

G. Definisi Operasional 

1.  Hukum Islam : Segala aturan Allah yang berhubungan dengan al- Quran, 

hadist dan pendapat-pendapat para ulama tentang ujrah . 

2. Ujrah Talangan Haji : Jasa atau upah yang diberikan nasabah kepada 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur dalam 

memperoleh seat porsi haji. 

3. Melebihi Tempo : Waktu pelunasan pembiayaan talangan haji yang 

ditentukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa 

Timur dalam waktu 1 tahun. 

 

H.  Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif  yang merupakan prosedur penelitian 
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yang menghasilkan data deskriptif  yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
12

  

1. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan 

nasabah talangan haji di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun. 

2. Sumber data yang digunakan ada 2 antara lain:  

a. Sumber data Primer   

Sumber data primer  adalah  Data yang diperoleh secara langsung  

dari sumber pertama dalam penelitian.
13

 Dengan cara mengadakan 

wawancara kepada responden yang telah ditetapkan. Adapun sumber 

primernya adalah :  

1) Kepala BMT mandiri cabang dukun 

2) Customer Service BMT Mandiri Cabang Dukun  

3) 4 nasabah 

b. Sumber data Sekunder  

 Sumber data sekunder adalah data yang di dapat dari  

kepustakaan yang tidak berkenaan secara langsung yaitu dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

sudah berbentuk laporan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. 
14

  

                                                           
12

 Moleong Lexy J,  Metodologi Penelitian Kualitattif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

4. 
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Bandung: Media Press,  1999),  12. 
14

 Ibid. 
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sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen untuk 

memperkuat hasil penelitian. Dan untuk melengkapi sumber data 

primer. Adapun sumber data sekunder adalah: 

1) Antonio Muhammad, Syafii. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. 

2) Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah.  

3) J Lexy, Moleong ,  Metodologi Penelitian Kualitattif.  

4) Jundiani. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.  

3. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah:  

a. Pengamatan (Observasi) 

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan 

(observasi) adalah mengamati suatu situasi yang asli dan bukan 

buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu 

dengan pandangan mata tanpa perantara alat lain. Dengan tujuan 

mengamati secara langsung.
15

 Peneliti secara langsung ikut melihat 

terhadap pelaksanaan nasabah yang melakukan pembiayaan di KJKS 

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

b. Wawancara  

 Wawancara  adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaaan dan yang diwawancarai. pengumpulan data 

yang dilakukan peneliti dengan bertanya langsung kepada pihak yang 

                                                           
15

 Ibid,  207. 
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berkaitan ini penulis ingin menggali informasi yang berkenaan dengan 

penelitian penulis.
16

 

Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah: 

1. Kepala BMT mandiri cabang dukun 

2. Customer Service BMT Mandiri Cabang Dukun  

3. 4 nasabah  

c. Studi Dokumen  

 Mengumpulkan data dari dokumen dokumen KJKS BMT untuk 

memperoleh data mengenai ujrah talangan haji yang melebihi tempo 

dan pelaksanaan nasabah talangan haji di KJKS BMT. Adapun 

dokumen-dokumen tersebut berupa: 

1. Brosur pembiayaan nasabah talangan haji 

2. Daftar nasabah talangan haji 

3. Dokumen perjanjian akad. 

4. Teknik Pengelolaan Data 

Tahapan dalam pengolaan data dalam penelitian itu sebagai berikut : 

a. Organizing : yaitu sutau proses yang sistematis dalam pengumpulan, 

pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
17

 

b. Editing : yaitu kegiatan untuk memperbaiki kualitas data (mentah) 

serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ ketepatan data 

tersebut.
18

 

                                                           
16

 Moleong Lexy J,  Metodologi Penelitian Kualitattif, …, 135. 
17

 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66. 
18

 Ibid, 97. 
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c. Coding : yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang 

relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.
19

 

5. Teknik analisis data  

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah 

menggunakan metode deskriptif Analisis  yaitu untuk mengambarkan atau 

menjelaskan data yang berkenaan dengan pembahasan, dimana dalam 

teknik ini mengambarkan fakta tentang pembiayaan nasabah talangan haji 

yang menunggak dalam melunasi pembayaran ibadah haji di KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

Analisis tersebut menggunakan pola pikir induktif yaitu menjelaskan 

atau  menggambarkan  fakta di lapangan  dan kemudian dikaitkan dengan 

teori – teori atau dalil yang ada terhadap  pelaksanaan nasabah talangan 

haji yang berkaitan tentang ujrah yang melebihi tempo yang kemudian 

ditemukan pemahaman secara umum dan diambil kesimpulan yang bersifat 

khusus dari penelitian. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis agar mempermudah 

pembahasan di dalam penelitian. Sistematika pembahasan ini sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan, latar belakang, Rumusan masalah, 

identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka kegunaaan 

penelitian dan definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir 

                                                           
19

 Ibid, 99. 
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sistematika pembahasan tentang pelaksanaan nasabah talangan haji di KJKS 

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

Bab kedua, ujrah dalam pandangan hukum Islam dan fatwa DSN, yang 

membahas antara lain: akad al- Ija>rah, dasar hukum ija>>rah, rukun ija>rah, 

syarat al- ija>rah, batalnya al- ija>rah dan objek ija>rah serta fatwa DSN tentang 

ujrah. 

Bab ketiga berisi hasil penelitian tentang ujrah talangan haji yang 

melebihi tempo di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun yang antara 

lain: Profil KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur, 

Produk, akad dan dasar penerapan hukum yang digunakan oleh KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur,  Aplikasi Pembiayaan dana 

talangan haji di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

Meliputi : akad yang digunakan dan dasar  pelaksanaan pembiayaan dana 

talangan haji. 

Bab ke empat, menguraikan  analisis terhadap ujrah talangan haji yang 

melebihi tempo  di KJKS BMT Mandiri  Sejahtera Cabang  Dukun dan 

analisa terhadap akad yang digunakan. 

Bab ke lima penutup yang berisi kesimpulan. 
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BAB II 

Ija>rah, Qard}h, Rahn Menurut Fatwa DSN 

 

2.1  IJA>RAH 

Fatwa 

Dewan Syari’ah Nasional 

No : 09/DSN-MUI/1V/2000 

Tentang 

Pembiayaan Ija>rah 

Dewan Syariah Nasional setelah : 

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu 

barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ija>rah, yaitu 

akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

b. bahwa kebutuhan mmasyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain 

guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ija>rah dengan 

pembayaran upah (ujrah/fee). 

c. bahwa kebutuhan akad ija>rah kini dapat dilayani oleh lembaga 

keuangan syara’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ija>rah. 

d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ija>rah untuk 

dijadikan pedoman oleh LKS. 
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Mengingat :  1. Firman Allah QS. Al- Zukhruf [43]: 32 : 

                                 

                            

    

 

Artinya : apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami 

Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 

dari apa yang mereka kumpulkan.
1
  

 

2. Firman Allah QS. Al- Baqarah [2] : 233 : 

 

                             

                            

                              

                               

                               

      

Artinya : para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

                                                           
1
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 11. 
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dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.
2
 

 

3.  Firman Allah QS. Al-Qashash [28] : 26 : 

                             

Artinya;  Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".
3
 

 

4. Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda : 

ُٓ اٌْؼَثَّاطُ حَذَّشََٕا ُّ اٌْىٌَُِذِ تِ َِشِمِ ِ٘ةُ حَذَّشََٕا اٌذِّ ُٓ وَ ِٓ عَؼُِذِ تِ ُّ ػَطَُِّحَ تِ ِّ  حَذَّشََٕا اٌغٍََّ
ِٓ ػَثِذُ َّ ُٓ اٌشَّحِ ِٓ صََِذِ تِ َُ تِ ِٓ أَعٍَِ ِٗ ػَ ِٓ أَتُِ ِٗ ػَثِذِ ػَ ِٓ اٌَّ َّشَ تِ ِٗ سَعُىيُ لَايَ لَايَ ػُ  اٌٍَّ

ُٗ صًََّ ِٗ اٌَّ َُ ػٍََُِ ُٖ اٌْأَجِيَر أَػِطُىا وَعََّ ًَ أَجِشَ ْْ لَثِ ُٗ ََجِفَّ أَ  ػَشَلُ

(IBNUMAJAH - 2434) : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas 

bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami 

Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan 

kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari 

Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya ".4
 

5. Hadist Riwayat ‘An-Nasai dari Muhammaf bin Hatim dan Abu Sa’id 

al- Khudri, ia berkata : 

                                                           
2
 Ibid, 5 

3
 Kementrian Agama, Al- Quran dan Terjemah, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 641. 

4
Aplikasi Lidwa Pustaka, Musnad  Ibnu Majah, kitab ‚Sisa musnad sahabat yang banyak 

meriwayatkan hadits, bab: Musnad  Ibnu Majah,  hadits No. 2434. 
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َّذُ أَخِثَشََٔا ُٓ ُِحَ ٍُ تِ ِٔثَأََٔا لَايَ حَاذِ ُْ أَ ِٔثَأََٔا لَايَ حِثَّا ِٗ ػَثِذُ أَ ِٓ اٌَّ ِٓ شُؼِثَحَ ػَ َّادٍ ػَ ِٓ حَ  ػَ
َُ ُِ٘ ِٓ إِتِشَا ُٗ أَجِيّرا اعِرَأْجَشِخَ إِرَا لَايَ عَؼُِذٍ أَتٍِ ػَ ِّ ُٖ فَأَػٍِِ  أَجِشَ

(NASAI - 3797) : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 

Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; 

telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari 

Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu 

memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."
5
 

 

6. Hadist riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata : 

َّذِ ُِحَ  ِٓ ُٓ عَؼِذٍ ػَ ُُ تِ ُِ٘ َْ أَخِثَشََٔا إِتِشَا َ٘اسُو  ُٓ ُٓ أَتٍِ شَُِثَحَ حَذَّشََٕا ََضَِذُ تِ ُْ تِ َّا  حَذَّشََٕا ػُصْ
 ِٓ َّ ِٓ ػَثِذِ اٌشَّحِ َّذِ تِ ُِحَ  ِٓ ٍَ ػَ ِ٘شَا  ِٓ ِٓ اٌْحَاسِزِ تِ ِٓ تِ َّ ِٓ ػَثِذِ اٌشَّحِ َِحَ تِ ِٓ ػِىْشِ ِٓ تِ تِ

ِٓ عَؼِذٍ لَايَ ُّغََُّةِ ػَ ِٓ اٌْ ِٓ عَؼُِذِ تِ َّا ػًٍََ اٌغَّىَالٍِ  أَتٍِ ٌَثُِثَحَ ػَ وَُّٕا ُٔىْشٌِ اٌْأَسِضَ تِ
ِٓ رٌَِهَ  َُ ػَ ِٗ وَعََّ ُٗ ػٍََُِ ِٗ صًٍََّ اٌَّ ِِِٕهَا فََٕهَأَا سَعُىيُ اٌٍَّ َّاءِ  َِا عَؼِذَ تِاٌْ ِٓ اٌضَّسِعِ وَ ِِ

 ْْ َِشََٔا أَ َ٘ةٍ أَوِ فِضَّحٍوَأَ  ُٔىْشََِهَا تِزَ

(ABUDAUD - 2943) : Telah menceritakan kepada kami Utsman bin 

Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami Yazid? bin Harun 

telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad bin 

Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Muhammad 

bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari Sa'id bin Al Musayyab, dari 

Sa'd ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah 

tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai 

yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau 

memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau 

perak .6
 

7.  Hadist Nabi Riwayat Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf : 

                                                           
5
 Aplikasi Lidwa Pustaka, Musnad  Nasa’i, kitab ‚Sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan 

hadits, bab: Musnad  Nasa’i,  hadits No. 3797.  
6
 Ibid. 
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ٍّ اٌْخٍََّايُ  ُٓ ػٍَِ ُٓ تِ ِٓ حَذَّشََٕا اٌْحَغَ ِٗ تِ ُٓ ػَثِذِ اٌَّ ُّ حَذَّشََٕا وَصِيُر تِ ِِشٍ اٌْؼَمَذِ حَذَّشََٕا أَتُى ػَا
ِٖ ِٓ جَذِّ ِٗ ػَ ِٓ أَتُِ ُّ ػَ ُّضَِٔ ِٓ ػَىِفٍ اٌْ ِّشِو تِ َُ لَايَ  ػَ ِٗ وَعََّ ُٗ ػٍََُِ ِٗ صًََّ اٌَّ َّْ سَعُىيَ اٌٍَّ أَ

ِّيَن إٌَِّا صٍُْحّ ُّغٍِِ َٓ اٌْ َْ ػًٍََ اٌصٍُّْحُ جَائِضْ تَُِ ُّى ُّغٍِِ ِّا وَاٌْ ًَّ حَشَا ََ حٍََاًٌا أَوِ أَحَ ا حَشَّ
ِّا َّ حَشَا ََ حٍََاًٌا أَوِ أَحَ ُِ إٌَِّا شَشِطًا حَشَّ ْٓ  شُشُوطِهِ َ٘زَا حَذَِسٌ حَغَ لَايَ أَتُى ػُِغًَ 

 .صَحُِحْ
(TIRMIDZI - 1272) : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 

Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, 

telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 

'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di 

antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh 

menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 

atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan 

shahih .7
 

8. Ijma ulama tentang kebolehan akad sewa menyewa. 

9. Kaidah Fiqih  

ُِِِها ًٌ ػًٍََ ذَحِشِ ْْ ََذُيَّ دٌَُِِ ٍََِا خِ اٌَِإ تَاحَحُ اٌَِّا اَ ُّؼَا  ًُ فًِ اٌْ   اٌَأَصِ

‚Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya. ‛ 

َّصَاٌِحِ دَسِءُ َْ ػًٍََ جٍَْةِ اٌْ ُِمَذَّ َّفَاعِذِ   اٌْ

‚Menghindarkan mafsadat (kerusakan bahaya) harus didahulukan atas 

mendatangkan kemaslahatan.‛ 

Memperhatikan : pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada 

hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./ 13 April 2000. 

                                                           
7
 Aplikasi Lidwa Pustaka, Musnad Ahmad, kitab ‚Sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan 

hadits, bab: Musnad Abu Hurairah,  hadits No. 8595. Contoh hanya di buat patokan. 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : Fatwa tentang Pembiayaan Ija>rah 

Pertama        : Rukun dan Syarat 

1. Pernyataan ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak 

yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 

2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa 

(lessor, pemilik asset LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang 

mengambil manfaat dari pengguna asset nasabah). 

3. Objek kontrak pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan 

asset. 

4. Manfaat dari penggunaan asset dalam ija>rah adalah objek kontrak 

yang harus dijamin karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti 

dari sewa dan bukan asset itu sendiri, 

5. Sighat ija>rah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 

berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang 

equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan 

penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). 

Kedua   : Objek  ija>rah. 

1. Objek ija>rah adalah manfaat dari  penggunaan barang dan atau jasa.  
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2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 

kontrak. 

3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat di bolehkan. 

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syari’ah. 

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 

menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan 

sengketa. 

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 

7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan yang dibayar nasabah kepada 

LKS sebagai pembyaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga 

dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ija>rah. 

8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dan jenis yang 

sama dengan objek kontrak. 

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan 

dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. 

Ketiga    : Kewajiban dan Nasabah dalam Pembiayaan Ija>rah  

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa : 

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 
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b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. 

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa : 

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga 

keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. 

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan 

(tidak materiil) 

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan pelanggaran dari penggunaan 

yang dibolehkan, juga bukan karena kelalalaian pihak penerima 

manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan tersebut. 

Keempat  : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi   perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiaanya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan musyawarah. 

2.2  QARD}H 

FATWA  

DEWAN SYARIAH NASIONAL  

19/DSN-MUI/IV/2001 

Tentang  
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Al- QARD}H 

MEMUTUSKAN 

Menimbang : a. bahwa lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) di samping sebagai 

lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga 

sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara 

maksimal. 

b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat 

dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al- 

Qard}h, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan 

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang 

diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati 

oleh LKS dan nasabah. 

c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al- Qard}h 

untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat  : 1. Firman Allah SWT, antara lain: 

                     

282.  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[ tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.8 

                                                           
8
 Kementrian Agama 
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1  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 

                                  

280.  Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 

tangguh sampai dia  berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. 

2. Hadist- hadist Nabi Saw, antara lain:  

ُِ أَتُى حَذَّشََٕا ُٓ خَاٌِذُ اٌْهَُِصَ ِٓ خِذَاػِ تِ َْ تِ َّّادُ حَذَّشََٕا ػَجٍَِا ُٓ حَ ِٓ صََِذٍ تِ ِٓ أََُّىبَ ػَ ِٓ ََحًَُِ ػَ  تِ
ِٓ وَصِيٍر أَتٍِ ِٗ ػَثِذِ ػَ ِٓ اٌَّ َّ لَرَادَجَ أَتٍِ تِ ُٗ غَشِيّما طٍََةَ لَرَادَجَ أَتَا أَ ُٗ فَرَىَاسَي ٌَ َّ ػَِٕ ُٖ شُ  فَمَايَ وَجَذَ
ِٗ فَمَايَ ُِؼِغِشْ إٍِِّٔ ِٗ لَايَ آٌَّ ِّؼِدُ فَإٍِِّٔ لَايَ آٌَّ ِٗ سَعُىيَ عَ ُٗ صًََّ اٌَّ ِٗ اٌَّ َُ ػٍََُِ ِٓ ََمُىيُ وَعََّ َِ 
ُٖ ْْ عَشَّ ُٗ أَ ُٗ َُِٕجَُِ ِٓ اٌَّ َِ وُشَبِ ِِ َِحِ ََىِ ٍَُُْٕفِّظِ اٌْمَُِا ِٓ فَ ُٗ ََضَغِ أَوِ ُِؼِغِشٍ ػَ ِٗ و ػَِٕ  أَتُى حَذَّشَُِٕ

ِ٘شِ ُٓ أَخِثَشََٔا اٌطَّا ِ٘ةٍ اتِ ُٓ جَشَِشُ أَخِثَشٍَِٔ وَ ٍَ تِ ِٓ حَاصِ ُٖ اٌْإِعَِٕادِ تِهَزَا أََُّىبَ ػَ  َٔحِىَ

(MUSLIM - 2923) : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Haitsam 

Khalid bin Khidasy bin 'Ajlan telah menceritakan kepada kami Hammad bin 

Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Abin Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah 

bahwa Abu Qatadah pernah mencari seseorang yang berhutang kepadanya, 

ternyata orang yang berhutang kepadanya itu berusaha bersembunyi dan 

menghindar. Ketika ditemukan, orang tersebut berkata, "Sungguh saya 

sedang dalam kesulitan." Abu Qatadah berkata, "Demi Allah." Dia berkata, 

"Demi Allah." Abu Qatadah melanjutkan, "Baiklah kalau begitu, sungguh 

saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka 

hendaklah ia memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan, atau 
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membebaskan hutangnya." Dan telah menceritakan kepadaku Abu At 

Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan 

kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dengan sanad-sanad ini, seperti hadits 

tersebut." 

َّذُ حَذَّشََٕا ُٓ ُِحَ ِٓ ػَثِذُ حَذَّشََٕا تَشَّاسٍ تِ َّ ُٓ اٌشَّحِ ٍّ تِ ُْ حَذَّشََٕا َِهِذِ ِٓ عُفَُْا ِٓ اٌضَِّٔادِ أَتٍِ ػَ  ػَ
ِٓ اٌْأَػِشَضِ ِٓ ُ٘شََِشَجَ أَتٍِ ػَ ِّ ػَ ُٗ صًََّ إٌَّثِ ِٗ اٌَّ َُ ػٍََُِ ًُ لَايَ وَعََّ ِّ َِطْ ُْ اٌْغَِٕ  أُذِثِغَ وَإِرَا ظٍُْ
ُِ ٍّ ػًٍََ أَحَذُوُ ٍَُْرِثَغِ ٍَِِ ِٓ اٌْثَاب وَفٍِ لَايَ فَ ِٓ ػَ َّشَ اتِ ِٓ وَاٌشَّشَِذِ ػُ ِّ عُىََِذٍ تِ  اٌصَّمَفِ

(TIRMIDZI - 1229) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 

Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 

"Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, jika 

seseorang dari kalian melimpahkan hutang kepada orang kaya, hendaklah 

orang kaya itu menanggungnya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits 

serupa dari Ibnu Umar dan Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi. 

َّذُ أَخِثَشٍَِٔ ُٓ ُِحَ ََ تِ ُٓ حَذَّشََٕا لَايَ آدَ ُّثَاسَنِ اتِ ِٓ اٌْ ِٓ وَتِشِ ػَ ِٓ دٌٍََُُِحَ أَتٍِ ت َّذِ ػَ ِٓ ُِحَ ٍْ تِ ُّى َُِِ 
ِٓ ِّشِو ػَ ِٓ ػَ ِٓ اٌشَّشَِذِ تِ ِٗ ػَ ِٗ سَعُىيُ لَايَ لَايَ أَتُِ ُٗ صًََّ اٌٍَّ ِٗ اٌَّ َُ ػٍََُِ ُّ وَعََّ ُّ اٌْىَاجِذِ ٌَ  َُحِ

ُٗ ُٗ ػِشِضَ  وَػُمُىتَرَ

(NASAI - 4610) : Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Adam 

telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Wabr bin Abu 

Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari 

ayahnya, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Penundaan pembayaran hutan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan 

hukumannya." 
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ُٓ إِعِحَاقُ حَذَّشََٕا ِٓ اٌشَّصَّاقِ ػَثِذُ حَذَّشََٕا َٔصِشٍ تِ َّشٍ ػَ ِٓ َِؼِ ٍَ ػَ َّا ِّغَ َ٘ ِٓ ُ٘شََِشَجَ أَتَا عَ ِّ ػَ  إٌَّثِ
ُٗ صًََّ ِٗ اٌَّ َُ ػٍََُِ َْ ٌَىِ لَايَ وَعََّ َ٘ثّا أُحُذْ ػِِٕذٌِ وَا ْْ ٌَأَحِثَثِدُ رَ ٍَ ٌَا أَ َّ ََأْذِ  وَػِِٕذٌِ شٍََازٌ ػٍََ

ُٗ ٍِءٌ ٌَُِظَ دََِٕاسْ ِِِٕ ٍٓ فٍِ ُٖأَسِصُذُ شَ َّ دََِ ِٓ أَجِذُ ػٍََ َِ ُٗ  ََمْثٍَُ

(BUKHARI - 6687) : Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr 

telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq dari Ma'mar dari Hammam ia 

mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, beliau 

bersabda; "Sekiranya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sungguh 

aku pun tetap berkeinginan untuk tidak mempunyai tiga dinar padahal aku 

masih mempunyai satu dinar, itupun tak ada alasan bagiku untuk 

mencarinya selain karena ada hutang yang harus kubayar, yang kuharap ada 

orang menerima pembayaran hutangku." 

Hadits Nabi Riwayat Tarmidzi dari ‘Amr bin Auf : 

ِٗ تِ ُٓ ػَثِذِ اٌَّ ُّ حَذَّشََٕا وَصِيُر تِ ِِشٍ اٌْؼَمَذِ ٍّ اٌْخََّايُ حَذَّشََٕا أَتُى ػَا ُٓ ػٍَِ ُٓ تِ ِّشِو حَذَّشََٕا اٌْحَغَ ِٓ ػَ
ِٓ ػَىِفٍ  ِٖتِ ِٓ جَذِّ ِٗ ػَ ِٓ أَتُِ ُّ ػَ ُّضَِٔ َُ لَايَ اٌصٍُّْحُ جَائِضْ  اٌْ ِٗ وَعََّ ُٗ ػٍََُِ ِٗ صًٍََّ اٌَّ َّْ سَعُىيَ اٌَّ أَ

ُِ إٌَِّا شَشِطًا َْ ػًٍََ شُشُوطِهِ ُّى ُّغٍِِ ِّا وَاٌْ َّ حَشَا ََ حٍََاًٌا أَوِ أَحَ ِّيَن إٌَِّا صٍُْحّا حَشَّ ُّغٍِِ َٓ اٌْ  تَُِ
ََ حٍََ ِّاحَشَّ َّ حَشَا ْٓ صَحُِحْ اًٌا أَوِ أَحَ َ٘زَا حَذَِسٌ حَغَ  .لَايَ أَتُى ػُِغًَ 

(TIRMIDZI - 1272) : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al 

Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah 

menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al 

Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa 

berkata; Hadits ini hasan shahih .9
 

Kaidah Fiqih :  

                                                           
9
 Aplikasi Lidwa Pustaka, Musnad Ahmad, kitab ‚Sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan 

hadits, bab: Musnad Abu Hurairah,  hadits No. 8595. 
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َِِٕفَؼَحً فَهُىَ سِتَا ُّ لَشِ ضٍ جَشَّ   وُ

‚Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang 

muqrid}h) adalah riba.‛ 

Memperhatikan : pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada 

hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.  

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG AL- QARD}H. 

Pertama : Ketentuan umum tentang al-Qard}h 

a. Al-qard}h  adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid}) yang 

memerlukan. 

b. Nasabah al-qard}h wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada 

waktu yang telah disepakati bersama. 

c.  Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 

e. Nasabah al-qard}h dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela 

kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya 

pada saat yang telah disepakati LKS telah memastikan ketidakmampuannya, 

LKS dapat: 

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 

2. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 
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Kedua  : Sanksi   

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian 

atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS 

dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat  

berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. 

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi 

kewajibannya secara penuh. 

Ketiga : Sumber Dana 

Dana al- Qard}h dapat bersumber dari: 

a. Bagian modal LKS. 

b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan 

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 

infaqnya kepada LKS. 

Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 

dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

2.3 RAHN 

FATWA DSN 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

Nomor: 25/DSN/-MUI/III/2002 

Tentang  

RAHN 

Dewan Syari’ah Nasional  setelah, 

Menimbang  :  a.  bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi 

kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan 

barang sebagai jaminan utang. 

b. bahwa lembaga keuangan syari’ah (LKS) perlu merespon 

kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya. 

c.   bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prisnip 

syari’ah, Dewan Syari’ah Nasional memandang perlu 
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menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu 

menahan barang sebagai jaminan atas utang. 

Mengingat  :  1.  Firman Allah Qs. Al- Baqarah [2] : 283  

                            

                                  

                       

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah 

tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 

persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
10

 

  

 ِٓ ِِ ُٗ دِسِػّا  َِٕ٘ ِّا سَ ِٓ ََهُىِدِي طَؼَا ِِ َُ اشرَشَي  ِٗ وَعََّ َّ سَعُىِيَ الله صًََّ الله ػٍََُِ اَ
 و ِغٍُ(  حَذَِِذٍ )سواٖ اٌثخاسي

Artinya: Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi 

dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. al-

Bukhari dan Muslim dari Aisyah). 

  

ُٗ )سواٖ اٌشافؼً واٌذاسلطني( ُِ ِٗ غُشِ ُٗ وَػٍََُِ ُّ ُٗ غُِٕ ٌَ ُٗ َِٕ٘ ِٗ اٌَّزٌِ  سَ ِٓ صَاحِثِ ِِ  َٓ ِ٘  لَا ََمٍَْكُ اٌشَّ

Artinya: pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang 

memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi 

milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi 

                                                           
10

 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya................., 9.  
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tanggung jawab (pemiliknya). (HR. Imam asy-Sha>fi>’i dan ad 

Daruquthni). 

ِٓ ََحًَُِ حَذَّشََٕا ِِشْ حَذَّشٍَِٕ لَايَ صَوَشََِّا ػَ ِٓ ػَا ِٗ سَعُىيُ لَايَ لَايَ ُ٘شََِشَجَ أَتٍِ ػَ  اٌَّ
ُٗ صًََّ ِٗ اٌَّ َُ ػٍََُِ َْ إِرَا تَِٕفَمَحٍ َُشِوَةُ اٌظَّهِشُ وَعََّ ُ٘ىّٔا وَا ُٓ وََُشِشَبُ َِشِ  إِرَا اٌذَّسِّ ٌَثَ
َْ ُ٘ىّٔا وَا ُٗ وَََشِوَةُ ََشِشَبُ اٌَّزٌِ وَػًٍََ َِشِ  َٔفَمَرُ

(AHMAD - 9729) : Telah menceritakan kepada kami Yahya dari 

Zakaria, dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Amir dari Abu 

Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Binatang tunggangan yang digadaikan boleh 

ditungggangi karena nafkah yang ia berikan, jika binatang yang 

mempunyai susu digadaikan boleh diminum susunya, orang yang 

menunggangi dan meminum susunya wajib memberikan nafkahnya 

(biaya perawatan)."
11

 

Ijma : 

Para ulama sepakat membolehkan akad rahn12
  

Kaidah Fiqih 

ُِِِها ًٌ ػًٍََ ذَحِشِ ْْ ََذُيَّ دٌَُِِ ٍََِا خِ اٌَِإ تَاحَحُ اٌَِّا اَ ُّؼَا  ًُ فًِ اٌْ   اٌَأَصِ

‚Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya. ‛ 

Memperhatikan :  1. Pendapat ulama tentang rahn antara lain: 

a. Mengenai dalil ijma’  umat Islam sepakat (ijma’) bahwa 

secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) 

diperbolehkan. 

                                                           
11

  
12

 Al Zuhaili, Terjemahan, al Fiqih al Islami wa Adillatuhu V   (Beirut : Da>r al- Fikr, 1985),  181. 
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b. Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara 

penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) 

barang gadai tersebut. 

c. Mayoritas Ulama selain madzhab Hanbali berpendapat bahwa 

penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama 

sekali. 

2.  Pendapat pesrta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada 

hari Kamis, 14 Muharram 1423 H. / 28 Maret 2002 dan hari 

Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA  TENTANG  RAHN 

Pertama   : Hukum 

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 

dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

Kedua    : Ketentuan Umum 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 
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2. marhun (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin  pada 

prinsipnya. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali 

seizin rahin. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan peyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. 

Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

4. Besar pembiayaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun 

tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualam marhun  

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 

untuk segera melunasi hutangnya. 

b. Apabila rahn tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun 

dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan 

syariah. 

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 

serta biaya penjualan. 
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d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Ketiga   :  Ketentuan Penutup 

1.  Jika  salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

2.     Fatwa ini berlaku sejak Tanngal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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BAB III 

APLIKASI AKAD UJRAH  TALANGAN HAJI YANG MELEBIHI TEMPO DI 

KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG DUKUN 

 

A. Gambaran Umum tentang  KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun 

Jawa Timur. 

1. Profil KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur  

Sejarah Berdirinya KJKS BMT
1
 

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian 

Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang berdiri pada tahun 2004 

dan beroperasi pada tahun 2005. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 

sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat mikro dan 

kecil dengan berdasaarkan prinsip syariah. 

Secara kelembagaan, Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 

merupakan lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum koperasi, 

yang merupakan program binaan direktorat BSFM Dirjen DEPSOS RI. 

Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 ini bekerjasama dengan Pusat 

Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mempunyai maksud dan 

tujuan menggalang kerjasama demi kemajuan kepentingan ekonomi  

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada 

                                                           
1
  KJKS BMT Mandiri Sejahtera , Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan BMT,  1. 
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khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut menjadi penggerak 

perekonomian rakyat dan membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.  

Dalam sejarahnya, sumber dana Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 

023 berasal dari hibah senilai 125.000.000,- yang diperuntukkan untuk 

usaha kecil sebagai modal pertama yang kemudian akan dibagikan kepada 

10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang masih meliputi wilayah 

kabupaten Gresik. Pendirian Koperasi BMT Sejahtera Unit 023 adalah 

atas inisiatif dari Departemen Sosial yang menyarankan untuk 

mendirikan suatu lembaga keuangan, karena mereka merasa khawatir 

akan hilangnya sejumlah uang yang dijadikan modal pertama tersebut 

tanpa hasil yang nyata. Oleh karena itu, atas inisiatif tersebut, lahirlah 

suatu gagasan untuk mendirikan suatu Lembaga Keuangan Syariah Mikro 

(LKSM), yakni sebuah koperasi berupa balai usaha mandiri terpadu atau 

Baitul Maal Wa Tamwil yang didirikan oleh 38 orang yang sekaligus 

menjadi anggota koperasi tersebut yang selanjutnya dalam anggaran 

dasar disebut dengan “koperasi” dengan nama singkat “Koperasi BMT 

Kube Sejahtera Unit 023” dan berkantor di Jalan Raya Pasar Kliwon 

Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 
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Akhirnya, dengan semangat kebersamaan para anggota Koperasi 

BMT Kube Sejahtera Unit 023 dalam rangka untuk menjadikan Koperasi 

BMT Kube sejahtera Unit 023 sebagai lembaga keuangan mikro yang 

sehat, berkembang, dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan 

masyarakat sekitar dengan berkehidupan salam, penuh keselamatan, dan 

kesejahteraan, serta dalam rangka memperkenalkan ekonomi kerakyatan 

yang berbasis pada ekonomi syariah, membantu para pengusaha mikro 

dan kecil dalam mengembangkan usahanya, dan sebagai lembaga sosial 

dan siap mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh, maka pada tanggal 

19 Oktober 2004 Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri dan 

mulai beroprasi yang kemudian diresmikan oleh menteri Negara koperasi 

dan usaha kecil dan menengah RI. 

Dinas koperasi PK dan M.Kabupaten Gresik dengan keputusan 

nomor. 03/BH/403.62/IV/2006 pada tanggal 13 juni 2006.. 

Seiring perkembangan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sangat 

pesat BMT melakukan izin untuk membuka cabang-cabang di luar kota 

kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dengan keputusan SIUSP 

No: P2T/39/09.06/X/2011. Dan pada tanggal 16 November 2011 BMT 

Kube Sejahtera Unit 023 berganti nama menjadi Koperasi BMT Mandiri 

Sejahtera Jawa Timur dan mulai bisa beroperasi di luar kota Gresik. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 
 

Sampai pada tahun 2014, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sudah 

memiliki 16 kantor atau unit yang tersebar di beberapa desa atau 

kecamatan di wilayah kabupaten Gresik dan Lamongan. Salah satu 

adalah KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang pelayanan 

Dukun yang resmi dibuka pada tanggal 16 April 2010 dan sampai saat ini 

telah mempunyai lebih dari 1.000 nasabah dan berkembang dengan baik 

dengan memiliki asset kurang lebih Rp. 5.500.000.000,-. 

2. Visi dan Misi  

a) Visi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
2
 

1) Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang  

dan terpercaya. 

2) Mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar 

berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan 

kesejahteraan. 

b) Misi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 

1) Mengembangkan BMT sebagai sarana gerakan 

pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas 

masyarakat di sekitar yang salam, penuh keselamatan, 

kedamaian, dan kesejahteraan serta mengutamakan 

kepuasan nasabah dan mitra kerja lainnya. 

                                                           
2
 Ibid, 2 
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2) Membangun kepercayaan pada masyarakat atau instansi 

lain yang bekerjasama dengan BMT. 

3) Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di 

daerah potensial. 

4) Mengoptimalkan kinerja instansi . 

3. Kelembagaan
3
 

1. Nama Koperasi : Koperasi Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur 

Kelompok Koperasi : Simpan Pinjam 

2. Legalitas Koperasi 

a. Tahun Berdiri  : 2006 

b. Nomor Badan Hukum : 03/BH/403.62/VI/2006 

c. Tanggal Badan Hukum : 13 Juni 2006 

d. Nomor NPWP  : 02.529.695.5-612.000 

e. Nomor SIUSP  : 206/403.56/SIUP.K/V/2007 

f. Nomor TDP  :13.02.2.47.00242 

3. ALAMAT LENGKAP 

a. Jalan   : Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01 

b. Desa   : Karangcangkring 

c. Kecamatan  : Dukun 

d. Kabupaten   : Gresik 

                                                           
3
 Ibid, 3. 
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e. Provinsi   : Jawa Timur 

f. Nomor HP   : 081615327570 / 081330114429 

g. E-mail   : bmt_msjatim@yahoo.co.id 

4. Struktur Organisasi, Personalia, dan Diskripsi Tugas. 

Gambar I 
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Gambar 1 : Struktur Organisasi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa 

Timur Cabang Dukun.
4
 

Keterangan: 

   : Garis Instruksi 

   : Garis Koordinasi 

Keterangan  

Keterangan Tabel : 

1. Dewan Pengawas  

a. Pengawas Syariah    : Ust. Ah Qusyairi Burhanuddin 

b. Pengawas Administrasi     : H. Sudirman, SH., MH. 

2. Dewan Pengurus 

a. Ketua       : Mahfud, S.Pd. 

b. Sekretaris      : Sukirno 

c. Bendahara      : Matokan 

3. Manager       : H.M. Ayubi Chozin 

4. Dewan Pengelola       

a. Kepala Cabang      : Heri Suwoto 

b. Admin       : Yully Dwi ST, SP. 

c. Marketing       : Mu’arofah dan Aini Nur 

Arifah 

d. Customer Service      : Gus Khafif Mubasyir 

                                                           
4
 Ibid, 4. 
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e. Teller       : Dwi Narti Agus Triana 

 

Deskripsi tugas antara  lain: 

1. Dewan Pengawas  

a. Dewan pengawas syari’ah memiliki tugas utama dalam pengawasan 

dalam pengawasan KJKS BMT terutama yang berkaitan dengan sistem 

syari’ah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan syari’ah berdasarkan 

fatwa DSN dan pendapat-pendapat ulama, fungsi utama tersebut 

meliputi:
5
 

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada 

pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan 

syariah. 

2. Sebagai mediator antara KJKS BMT dengan Dewan Syari’ah 

Nasional atau Dewan Pengawas syari’ah provinsi. 

3. Mewakili anggota dalam pengawasan syari’ah. 

b. Dewan Pengawas Administrasi Dewan pengawas ini merupakan 

representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja 

pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. Anggota dewan 

pengawas ini dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. 

                                                           
5
 Ibid. 
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Setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi 

dewan pengawas administrasi. Fungsi dan peran utamanya meliputi: 

1. Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja 

pengurus terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

musyawarah tahunan. 

2. Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus. 

3. Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada 

anggota dalam musyawarah tahunan. 

2. Dewan Pengurus 

Dewan pengurus KJKS BMT pada hakikatnya adalah wakil dari 

anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. 

Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah 

dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggung 

jawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Masa kerja pengurus 

sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya bahwa KJKS 

BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2, 3, 4 atau 5 tahun. Secara 

umum fungsi dan peran serta tanggung jawab pengurus yaitu 

merencanakan, fungsi pengawasan, personifikasi badan hukum, 

personalia, personifikasi badan hukum.
6
 

3. Manager  

                                                           
6
 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 
 

Ia merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya, ia 

paling bertanggung jawab terhadap operasional KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

Manager berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional 

dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan 

musyawarah tahunan. Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan 

pengangkatan karyawan. Ia juga melakukan fungsi Kontrol atau 

pengawasan terhadap kinerja karyawan. Manajer melaporkan 

kinerjannya kepada penggurus dalam periode waktu tertentu, minimal 

enam bulan sekali. 

4. Dewan Pengelola terdiri dari: 
7
 

a. Kepala unit berfungsi sebagai membantu dan mengawasi di kantor 

unit yang dipegangnya. Mengarahkan dan melaporkan kepada 

manager terhadap kerja anggotanya. 

b. Bag. Administrasi adalah sekelompok orang serangkaian yang 

melakukan kegiatan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu”. 

Adapun tugas-tugas Bag. Administrasi, sebagai berikut: 

1. Bon pagi 

2. Cek transaksi 

                                                           
7
 Ibid,  5. 
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3. Transaksi JL (jurnal lain-lain) 

4. Pengetikan akad dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan 

5. Pengarsipan 

6. Tutup kas ( mengembalikan uang ke brankas) 

7. Backup sistem 

8. Kirim Permohonan persetujuan pembiayaan ke kantor Pusat 

(email) bagi kantor cabang 

9. Membuat laporan kepada kepala cabang,admin pusat dan atau 

manager (harian,mingguan,bulanan,tahunan) bagi kantor cabang. 

10. Mengirim ID dan password Team Viewer tiap pagi (setelah 

menyalakan komputer) bagi kantor cabang kepada Auditor 

11. Setiap akhir minggu mencetak rek.koran tabungan pusat di kantor 

cabang begitu juga  sebaliknya 

12. Mengarsip dan mengeluarkan jaminan (untuk ganti plat/balik 

nama/tukar jaminan) 

Di dalam tugas  pokok yaitu ada tugas tambahan juga untuk  

membantu tugas  lain yaitu , apabila Tugas-tugas Pokok bisa ditunda 

dalam pengerjaannya/penyelesaiannya maka harus membantu tugas-

tugas lain yang telah diberikan oleh Manager atau Kepala Cabang dan 

disesuaikan dengan kondisi di kantor, antara lain : 
8
 

                                                           
8
 Ibid 
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1. Membantu Pelayanan di kantor ( Customer Service ) 

2. Membantu AO / Marketing 

c. Marketing  

Pengertian marketing atau dikenal sebagai kata pemasaran 

merupakan salah satu bagian dari penjualan atau permintaan. 

Pengertian Marketing atau pemasaran berperan penting bagi semua 

usaha karena pemasaran mempunyai kedudukan sebagai 

penghubung antara perusahaan pembuat produk dengan konsumen 

atau masyarakat sebagai pemakai produk.  

Adapun tugas-tugas Marketing sebagai berikut :
9
 

a.  Umum: 

1. Mengenalkan dan menawarkan serta menjual produk 

(simpanan, pembiayaan, jasa) BMT melalui promosi sesuai 

dengan target yang direncanakan 

2.  Melayani kebutuhan anggota dan atau calon anggota 

3. Mampu melihat dan melaporkan perubahan dalam pasar yang 

terkait dalam pemasaran yang sedang dilakukan 

4. Membuat program-program pemasaran yang jitu dan efektif 

untuk memperoleh anggota  yang lebih besar 

b.  Khusus: 

                                                           
9
 Ibid, 6. 
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1. Menghimpun dana dari anggota dan atau calon anggota 

2. Menyalurkan dana ke anggota dan atau calon anggota 

3. Mengontrol angsuran pembiayaan 

4. Membantu penanganan pembiayaan bermasalah 

Tugas tambahan yaitu apabila tugas-tugas Pokok sudah selesai maka 

harus membantu tugas-tugas lain yang telah diberikan oleh Manager atau 

Kepala Cabang dan disesuaikan dengan kondisi di kantor, antara lain :
10

  

1.  Membantu Pelayanan di kantor ( Customer Service ) 

2. Membantu tugas Bag. Administrasi termasuk pengetikan  (Akad,dll). 

d. Customer  service berfungsi sebagai menjelaskan dan membantu teller 

dalam menangani pertanyaan nasabah. Dan ikut mengurusi nasabah 

ketika nasabah melakukan pembiayaan.   

e. Teller atau kasir adalah pemegang kas (uang); orang yg bertugas 

menerima dan membayarkan uang. 

Adapun tugas-tugas Kasir,sebagai berikut :
11

 

1. Kas bon pagi dari kacab/bag administrasi dan tutup kas ke 

kacab/bag administrasi. 

2. Transaksi Tunai 

a. Setoran 

b. Penarikan 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Ibid, 8 
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c. Angsuran 

d. Pencairan pembiayaan 

Termasuk transaksi kas masuk dan Kas keluar 

3. Pengecekan dan perhitungan uang 

a. Mengetahui uang asli atau palsu 

b. Menghitung uang harus diketahui anggota 

Di dalam transaksi yang harus diperhatikan oleh kasir yaitu segala 

transaksi harus dengan bukti slip, validasi, ditandatangani yang 

bersangkutan,dan stempel kasir . 

5. Produk, akad dan dasar penerapan hukum yang digunakan  oleh  KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur 

a.  Produk dan Aplikasi Akad 

Keberadaan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang 

Dukun di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu tuntutan untuk 

kemaslahatan umat dalam rangka menjadi bank mikro yang mempunyai 

komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain berorientasi bisnis, 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun ini juga 

berorientasi pada syariat Islam. Hal inilah yang menjadikan KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun dituntut lebih aktif, 

kreatif, dan inovatif terhadap berbagai perkembangan di masyarakat. 
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Berbagai produk yang ditawarkan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Jawa Timur Cabang Dukun kepada masyarakat antara lain :
12

 

1. Produk Simpanan adalah produk KJKS BMT Mandiri Sejahtera  yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam produk simpanan ini 

memakai akad wadiah. Di dalam simpanan ini yaitu Simpanan 

Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) meliputi antara lain:  

a. Simpanan Haji dan Umroh yaitu simpanan masyarakat yang 

khusus digunakan untuk berangkat haji dan umrah.  

b. Simpanan Qurban yaitu simpanan yang khusus digunakan untuk 

qurban dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. 

2. Produk Pembiayaan, adalah produk KJKS BMT Mandiri Sejahtera  

yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan 

berupa pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan tersebut dibagi menjadi 

beberapa macam dan mempunyai akad masing-masing antara lain:  

a. Pembiayaan Mura>bahah  adalah  kebutuhan modal kerja usaha 

perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi 

dengan pembiayaan berpola jual beli. 

b. Pembiayaan Mudha>rabah  adalah hubungan kemitraan antara 

BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari 

BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan 

                                                           
12

 Brosur KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. 
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mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat 

nasabah yang dikehendaki. Dengan memakai akad pola bagi hasil. 

c. Pembiayaan Musyara>kah adalah kerja sama antara BMT dengan 

anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan 

keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan 

menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan 

setelah mengetahui besarnya pertisipasi anggota.   

d. Pembiayaan Rahn (Gadai) adalah pembiayaan yang menahan 

salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan 

yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-

barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dan akad yang digunakan yaitu jasa dalam 

pengambilan upah atas barang yang digadaikan.  

e. Pembiayaan Qard} adalah pemberian hutang kepada orang lain 

yang dapat ditagih kembali. Tanpa mengharapkan imbalan 

tertentu. Produk ini dapat dijadikan sebagai produk pelengkap 

dengan syarat dalam keadaan terdesak, dan sebagai fasilitas 

pembiayaan yaitu dalam hal pengembangan, untuk nasabah yang 

tidak mampu. 
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f. Pembiayaan Ija>rah  (jasa) adalah membiayai terhadap barang 

yang disewakan dan mengambil jasa atas barang yang disewakan 

tersebut.  Dengan memakai pola sewa. 

3. Produk Jasa dan Sosial, produk sosial ini menggunakan akad-akad      

tabarru’ yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi 

dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam 

melakukan transaksi. Oleh karena itu maka LKS juga sebagai penyedia 

jasa hanya membebani biaya administrasi.  Jasa golongan ini yang bukan 

termasuk akad tabarru’ adalah akad sharf  dan ujr. Produk-produk jasa 

dan akad tersebut digunakan untuk:  

a.  Pembayaran Rekening Online 

1) PLN 

2) Telkom atau Speedy 

3) Angsuran Kendaraan Bermotor (Finance) 

4) Rekening PDAM 

a. Pengurusan STNK, BPKB Kendaraan Bermotor dan Ganti 

Plat. 

b. Penukaran dan Pengiriman Uang 

c. Pemberian santunan kepada anak yatim piatu. 
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b. Operasional KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik 

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun antara lain : 

1) Produk Simpanan (Funding) 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun hadir di 

tengah-tengah masyarakat dengan memberikan dan menawarkan 

produk-produk simpanan atau tabungan yang menggunakan prinsip-

prinsip syariah yang terhindar dari riba yang diharamkan oleh Allah 

SWT, seluruh produk simpanan yang ditawarkan oleh KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun adalah menggunakan 

akad simpanan wa>di’ah yadh d }hamanah, yaitu BMT berhak mengelola 

dana tersebut secara professional sesuai prinsip syariah untuk 

disalurkan sebagai pembiayaan kepada masyarakat dengan imbal balik 

bonus kepada pemilik simpanan dengan prosentase yang ditentukan 

oleh manajemen KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang 

Dukun yang disesuaikan dengan pendapatan perbulan KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun yang biasanya berkisar 

antara 0,3 - 0,6 %  perbulan dan terkadang lebih dari itu.  

Adapun produk-produk simpanan di KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Jawa Timur Cabang Dukun antara lain :
13

 

                                                           
13

 Brosur KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun. 
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a.  Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) 

Simpanan jenis ini adalah simpanan yang paling banyak 

digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan dananya karena dapat 

diambil kapanpun dan sewaktu-waktu dengan fasilitas paling lengkap. 

Simpanan simaster dibagi menjadi dua, yaitu simaster biasa yang 

diperuntukkan untuk masyarakat umum dan simaster utama atau plus 

yang diperuntukkan untuk kalangan tertentu atau untuk lembaga 

pendidikan. Perbedaan lainnya adalah jumlah prosentase bonus yang 

diberikan berbeda karena lebih besar untuk simaster utama. 

Ketentuan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) antara 

lain: 

(1).  Membawa photo copy KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya. 

(2).  Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan. 

(3). Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya 

minimal Rp. 2.000,- 

(4). Penarikan minimal Rp. 5.000,- dan diwajibkan membawa    

tanda pengenal (KTP/SIM/lainnya). 

(5).   Saldo tersisa minimal Rp. 20.000,- 

Sedangkan keuntungan bagi mitra Simpanan Masyarakat Sejahtera 

(SIMASTER) antara lain : 
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(1). Insya Allah mendapatkan pahala 18 kali lipat jika diniati    

menghutangi dan membantu sesama umat. 

(2).  Aman dan sesuai syariah. 

(3). Insya Allah mendapatkan bonus dengan ketentuan saldo 

mengendap rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- 

(4).  Dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu. 

(5).   Bebas biaya administrasi bulanan. 

b. Simpanan Haji dan Umroh 

Simpanan jenis ini adalah simpanan khusus yang diperuntukkan 

untuk masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menunaikan 

ibadah haji ataupun umroh dalam jangka panjang. Simpanan ini 

memakai akad wa>diah amanah. Tetapi dalam hal talangan haji 

memakai akad qard} dan untuk pengurusannya memakai akad ija>rah 

dan rahn. 

Ketentuan bagi mitra simpanan haji dan umroh antara lain ; 

(1) Membawa photo copy KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya. 

(2) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan. 

(3) Setoran awal minimal Rp. 100.000,- 
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Keuntungan untuk simpanan haji dan unroh antara lain: 

(1) Tersedianya dana talangan haji sampai Rp. 22.500.000,- 

(2) Pengurusan ibadah haji oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Dukun Jawa Timur. 

(3) Tahun keberangkatan dapat direncanakan. 

c. Simpanan Qurban 

Simpanan jenis ini disediakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Jawa Timur untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah 

qurban. Memakai akad wadiah amanah. Nisbah pada simpanan qurban 

ini 12,50- 87-50. 

Ketentuan untuk simpanan qurban antara lain : 

(1) Membawa photo copy KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya. 

(2) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan. 

(3) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya 

minimal Rp. 2.000,- 

(4)  Penarikan dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah qurban. 

Keuntungan untuk simpanan qurban antara lain : 

(1)  Dapat meringankan beban. 

(2)  Terencananya ibadah qurban setiap tahunnya. 
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(3)   Keamanan dan terjaminnya dana simpanan. 

Dalam produk simpanan (Funding), KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Jawa Timur mengadakan undian satu kali dalam satu tahun, yang 

biasanya diadakan pada bulan syawal. Anggota akan mendapatkan 

voucher sebagai kupon untuk mendapatkan hadiah. Hadiah yang di 

sediakan bermacam-macam, yakni sepeda motor sebagai hadiah utama 

dan yang lainya berupa kulkas, TV LED, DVD player, mesin cuci, 

sepeda, kipas angin, setrika, kompor gas, magic com, dispenser, dan 

sebagainya. 

Setiap anggota akan mendapatkan voucher yang berbeda-beda 

sesuai dengan simpanan yang dimiliki. Anggota yang berkesempatan 

memperolah hadiah utama adalah anggota yang memiliki simpanan di 

atas RP 1.000.000,-, dengan ketentuan satu voucher disamakan dengan 

simpanan anggota sebesar Rp. 1.000.000,-. jadi apabila anggota memiliki 

simpanan sebesar RP 5.000.000,-, maka mendapatkn 5 voucher. 

Sedangkan yang berkesempatan mendapatkan hadiah selain hadiah 

utama adalah anggota yang memiliki simpanan di atas Rp. 100.000,-  

dengan ketentuan satu voucher di samakan dengan simpanan anggota 

sebesar RP 100.000,-. 

Keuntungan bagi mitra penyimpanan: 
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(1).  InsyaAllah dapat pahala 18 kali lipat jika diniati menghutanggi dan 

membantu sesama umat. 

(2).  Aman dan sesuai dengan syariah. 

(3). InsyaAllah mendapat bonus, dengan ketentuan saldo rata-rata 

mengendap tiap bulannya sebesar Rp. 100.000. 

(4). Dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu sesuai dengan jenis 

simpanannya. 

(5).  Bebas biaya administrasi bulanan. 

2)  Produk Pembiayaan (Lending) 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun hadir di 

tengah-tengah masyarakat dengan memberikan dan menawarkan 

produk-produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah yang 

terhindar dari riba yang diharamkan oleh Allah SWT, dengan prosedur 

yang berbeda-beda dan dengan akad yang berbeda pula. 

Adapun produk-produk pembiayaan di KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera jawa Timur Cabang Dukun antara lain:
14

 

a)  Mura>bahah  

Mura>bahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana 

penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya 

yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga 

                                                           
14

 Ibid 
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pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang 

tercermin dalam harga jual.
15

 Akad yang digunakan dalam 

murabahah ini yaitu jual beli. 

Pembiayaan jenis inilah yang paling utama dipergunakan oleh 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Dukun 

dibanding jenis pembiayaan yang lain dalam melayani nasabahnya. 

Hal ini disebabkan karena dengan akad mura>bahah lah paling 

sesuai diterapkan pada masyarakat sekitar yang sesuai dengan 

target pasar KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang 

Dukun yang merupakan kelas menengah ke bawah. 

Syarat dan keuntungan yang didapatkan oleh nasabah yang 

mengajukan pembiayaan mura>bahah antara lain : 

(1). Calon nasabah harus jujur tentang penggunaan modal 

pembiayaan yang akan diberikan. 

(2). Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan yang 

lain. 

(3).   Bagi hasil yang ditetapkan adalah 1,67% perbulan dari modal 

yang diberikan. 

(4).  Dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha, pembelian 

kendaraan bermotor, pembayaran dana pendidikan sekolah 

                                                           
15

 Ismail Nawawi, Fiqh Mu’amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Jakarta: Dwiputra Pustaka 

Jaya, 2010), 156. 
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dan kuliah, barang elektronik dan lain-lain yang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

(5). Jangka waktu angsuran fleksibel, bisa pasaran, musiman, 

bulanan, dan paling lama adalah 3 tahun. 

(6).   Tidak ada biaya atau denda bila melewati jatuh tempo, hanya 

sekedar peringatan atau dengan bersilaturrahim kepada 

nasabah yang telah melewati jatuh tempo. 

b) Mudha>rabah  

Secara teknis, al-mudha>rabah adalah  kerjasama usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
16

 Pada 

pembiayaan ini memakai akad bagi hasil. 

Keuntungan usaha secara mudharabah pernah dijual kepada 

masyarakat namun karena dirasa masyarakat belum siap dengan 

pembiayaan jenis ini jarang sekali dipergunakan, sebab pembiayaan 

ini menggunakan nisbah bagi hasil yang mengharuskan nasabah 

untuk selalu menghitung keuntugan yang di dapat dari usahanya, 

sedangkan rata-rata nasabah pembiyaan di KJKS BMT Mandiri 

sejahtera jawa timur Cabang Dukun adalah masyarakat menengah ke 

bawah yang usahanya tidak dalam skala besar. 

                                                           
16

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 

95. 
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c) Musya>rakah  

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam 

berusaha, yang keuntungan dan kerugianya ditanggunb bersama.
17

 

Sama halnya dengan pembiyaan mudha>rabah. Akad yang digunakan 

sama dengan akad mudha>rabah yaitu bagi hasil. 

Pembiyaan musya>rakah juga jarang sekali dipakai oleh KJKS BMT 

Mandiri sejahtera jawa timur Cabang Dukun, karena memang produk 

utama pembiyaan yang dijual adalah pembiyaan mura>bahah. 

d).  Rahn  (Gadai). 

Rahn  adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai 

jaminan atas pembiayaan yang diterimannya. Pembiayaan ini disebut 

jasa karena akad yang digunakan dalam pembiayaan ini yaitu akad 

ta’awuni atau tabarru’i. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong 

dalam hal kebajikan. Dan barang tersebut ditahan dan mempunyai 

nilai ekonomis sesuai standart yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak 

berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya. Dan 

secara sederhana ar-rahn itu sama dengan gadai syari’ah. Dalam 

praktiknya, ar rahn dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai 

produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai 

produk pelengkap ar-rahn hanya dijadikan alternatif pengingkatan 
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jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus mura>bahah 

dan talangan haji.  

e). Qard}. 

Qard} adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

kembali. Dengan kata lain adalah pinjaman yang tidak boleh 

mengharapkan imbalan tertentu. Dalam pembiayaan ini menggunakan 

akad peminjaman murni. Dalam ilmu fiqih transaksi qard} tersebut.
18

 

tergolong transaksi kebajikan atau tabarru atau ta’awun.  Maka dalam 

hal ini biasanya  BMT menerapkan qard} tersebut dalam kondisi 

tertentu, yaitu sebagai produk pelengkap, fasilitas pembiayaan dan 

pengembangan produk baitul maal. Dan karena sifatnya yang tidak 

memberikan keuntungan financial secara langsung, maka sumber 

pendanaaannya bersala dari dana sosial maka di qardh disebut sebagai 

qardhul hasan. Pembiayaan qard} ini jarang digunakan oleh KJKS 

BMT Mandiri sejahtera jawa timur Cabang Dukun, karena memang 

produk utama pembiyaan yang dijual adalah pembiyaan mura>bahah. 

f). ija>rah 

pembiayaan ija>rah ini adalah memberikan suatu untuk disewakan, 

pembiayaan ini memakai akad pola sewa, yaitu akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pada mulanya ini 

                                                           
18

 Muhammad Ridwan.  Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. (Yogyakarta: UII Press. 2004). 38 
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bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas 

usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan 

untuk membeli asset dapat mendatangi pemilik dana untuk 

membiayai pembelian asset produktif. Pemilik dana kemudian 

membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada 

yang membutuhkan asset tersebut. 

Pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika 

kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli asset terpenuhi, dan 

investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan 

modal yang cukup besar untuk membeli asset tersebut. 

3) Produk Jasa dan Sosial. 

Untuk produk sosial ini memakai akad tabarru’  dan untuk jasanya 

tersebut menggunakan akad jasa yang terbagi menjadi beberapa macam 

di  KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan memberikan santunan 

kepada anak yatim piatu dan beasiswa bagi anak sekolah. Pemberian 

beasiswa ini dibagi dalam dua kategori. Pertama, bagi siswa yang 

berprestasi (rangking 1-3). Kedua, bagi siswa dan siswi yang benar-benar 

tidak mampu dari segi ekonomi.  
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6. Aplikasi pembiayaan  Dana Talangan Haji di KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Dukun Jawa Timur. 

1.  Latar Belakang  pembiayaan Dana Talangan Haji. 

a.  Dasar kebijakan pembiayaan dana adanya dana talangan haji.  

 Dasar kebijakan yang digunakan dalam dana talangan haji ini yaitu 

bahwa dana talangan haji ini sudah dihapuskan dari perbankan syariah dan 

sekarang diganti dengan pembiayaan pengurusan haji. Maka dengan itu 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera membaca peluang dan ketika dalam 

perbankan syariah dana talangan haji tersebut dihapuskan dan dilarang 

oleh pemerintah maka KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa 

Timur masih menggadakan pembiayaan dana talangan haji tersebut. 

Menurut kepala Cabang Dukun bahwa yang melatar belakangi 

pembiayaan dana talangan haji yaitu : 

Keluarnya pembiayaan dana talangan haji ini adalah tingginya animo 

masyarakat dan minimnya fasilitas yang diberikan perbankan syariah dan 

pemerintah memberikan waktu tunggu dalam pemberangkatan haji 

sehingga para nasabah bisa mempunyai kesempatan luas untuk menabung 

dalam berangkat haji. Dalam hal ini KJKS BMT Mandiri Sejahtera 
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mempunyai dasar dalam menerbitkan pembiayaan dana talangan haji ini 

yaitu manfaat dan barokah. 
19

 

 

b. Kebutuhan Nasabah 

 Pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera melihat bahwa nasabah ini 

banyak yang minat pergi haji dan dengan meningkatnya calon jamaah haji 

yang ingin mendaftarkan haji. Karena dengan menunggu waktu yang lama 

nasabah baru pergi haji, sehingga nasabah yang tidak mempunyai uang 

dapat menyimpan atau meminjam dan diangsur sedikit sesuai dengan 

perjanjian dengan pihak bank. Dan dengan adanya pinjaman ini 

mempermudah para calon nasabah mendaftarkan haji tanpa mempunyai 

uang banyak. 

2. Akad yang Digunakan Pada Dana Talangan Haji. 

Akad yang digunakan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun 

Jawa Timur yaitu ada tiga antara lain:
20

 

a. Qard{ 

Akad qard} adalah akad yang digunakan KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera Cabang Dukun dalam hal meminjami biaya untuk mendapatkan 

seat porsi haji. Dan cara mengembalikan pinjaman tersebut tanpa 

mengambil ujrah atau imbalan. 

                                                           
19

Heri Suwita,  Kepala Cabang Dukun, Wawancara, Dukun, 06 Desember 2015. 
20

 Sujianto,  Kasubag Pembiayaan, Wawancara, Karang Cangkring 10-12-2015. 
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b. Ija>rah 

Akad ini digunakan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun 

untuk mendapatkan seat porsi haji atau BPIH bagi nasabah. 

c. Rahn 

Akad ini digunakan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun 

untuk pelengkap dari qard}  dan ija>rah. Qard} yaitu sebagai dana talangan 

haji sedangkan ija>rah sebagai pengambilan ujrah dan rahn disini berperan 

sebagai jaminan pinjaman dari qard}. 

3. persyaratan bagi Nasabah yang Mengajukan Permohonan pembiayaan dana 

Talangan Haji. 

a. Ketentuan prosedur  permohonan pembiayaan dana talangan haji. 

 Persyaratan pinjaman Pembiayaan dana talangan haji. 

 Dari pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera akan menjelaskan apa saja 

ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin 

melakukan pembiayaan dana talangan haji. 
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Skema  Pinjaman  Dana  Talangan Haji. 

Nasabah     

 

 

 

 

                   Gambar II Skema Pinjaman Dana Talangan Haji.
21

 

Keterangan dari  gambar tersebut  bahwa  nasabah  melakukan pembiayaan dana 

talangan haji ke KJKS BMT Mandiri Sejahtera. Setelah itu ketika nasabah sudah 

disetujui dan melengkapi semua prosedur maka  KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

mendaftarkan ke DEPAG untuk mendapatkan Seat porsi haji.  

 

 

 

                                                           
21

 Ibid. 

KJKS BMT 

Mandiri 

Sejahtera 

DEPAG 
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Ketentuan persyaratan nasabah dalam mengajukan pembiayaan 

pengurusan haji yaitu adalah nasabah harus membayar setoran awal 

6.200.000 kepada  KJKS BMT Mandiri Sejahtera untuk mendapatkan 

talangan haji. Dan jangka waktu pelunasan tersebut adalah satu tahun. 

Sebelum proses pencairan dana talangan haji, nasabah juga diminta 

menandatanggani akad perjanjian pembiayaan dana talangan haji. dan 

kesepakatan kedua belah pihak. Dengan nasabah menjaminkan seat porsi 

haji tersebut. Jika nasabah tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo 

maka akan diadakan penjadwalan ulang atau perjanjian ulang. Jika 

nasabah tahun kedua tidak dapat membayar sama sekali maka yang 

dijaminkan adalah seat porsi hajinya dan dikenakan ujrah  yang sama 

sedangkan apabila nasabah sudah mencicil dan belum lunas saat jatuh 

tempo maka  yang dijaminkan dan diminta oleh pihak KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera adalah jaminan berupa barang berharga seperti BPKB 

dan dikenakan ujrah  sesuai dengan barang yang dijaminkan atau 

dititipkan ke KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun. 
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Talangan Haji 

yang disediakan  
Dana Awal yang Disetorkan  Total T 

 1 Tahun Setoran 

awal 

ujrah Tabungan 

BSM 

Tabungan 

KJKS 

BMT 

Mandiri 

Sejahtera 

Pengurusan 

termasuk 

Materai dll. 

 

 
Total semuanya 

22.500.000 2.500.000 3.000.000 500.000 100.000 1.00.000  28. 700.000 

Bahwa ketentuan tersebut dapat bisa berubah sewaktu-waktu sesuai   

dengan ketentuan manajemen KJKS BMT Mandiri Sejahtera  

Karangcangkring Jawa Timur. Contoh seperti nasabah tidak dapat 

membayar dana talangan haji yang melebihi tempo dan nasabah yang 

sudah mencicil tapi belum lunas saat jatuh tempo.
22

 

Bahwa komponen ujrah yang di kenakan itu hanya digunakan  untuk 

mendapatkan seat porsi haji atau pengurusan haji. 
23

 

b.  Dokumentasi yang diperlukan. 

 Sebelum melakukan permohonan dan persetujuan pembiayaan dari 

pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera, nasabah harus memenuhi dan 

melengkapi dokumen untuk syarat mendapatkan dana talangan dan seat 

porsi haji sebagai tanda bukti antara lain: 

a. Fotokopi KTP 

b. Foto kopi Kartu Keluarga 

                                                           
22

 Brosur KJKS BMT Mandiri Sejahtera. 
23

 Khafif Mubasyir,  Karyawan BMT Mandiri, Wawancara, Karang Cangkring 24-06-2016 
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c. Surat menikah bagi yang sudah menikah. 

d. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera. 

e. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan BSM. 

f. Mengisi formulir permohonan pinjaman dana talangan 

g. Membayar setoran awal. 

4.  Realisasi akad. 

 Realisasi akad yang digunakan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

ada 3 akad yakni qard}, ija>rah dan rahn.24
 Di dalam tiga akad ini digunakan 

di dalam pembiayaan dana talangan haji. Dan pada prakteknya akad qard} 

dan ija>rah digunakan sebagai pembiayaan dana talangan haji sedangkan 

rahnnya sebagai jaminan dalam melunasi qard}nya. Maka dalam hal ini akad 

tersebut mempunyai konsekuensi masing-masing.
25

  

a. Perbedaan pembiayaan : pembiayaaan dana talangan haji ini merupakan 

sama dengan pembiayaan yang lainnya, hanya saja pembiayaan ini 

memakai akad qard} untuk talangan ija>rah dan rahn. 

b. Sistem pembiayaan. 

  Sistem pembiayaan ini memakai sistem siskohat sitem komputerisasi 

haji terpadu jadi KJKS BMT Mandiri Sejahtera ini bekerja sama dengan 

bank lain di dalam pembiayaan dana talangan haji yang disediakan dalam  

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
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pinjaman dan jaminan. Dalam penyaluran pembiayaan dana talangan haji 

ini menggunakan qard} dan ija>rah.
26

 

 c.  Sistem pembayaran nasabah yang melebihi tempo. 

Dalam pembiayaan ini KJKS tidak memprogram pembayaran 

dengan cicilan atau kontan. Untuk mempermudah nasabah dalam 

membayar ini KJKS BMT Mandiri Sejahtera menyerahkan sepenuhnya 

kepada nasabah, nasabah ingin membayar langsung saat jatuh tempo 

atau membayar cicilan perbulan. Yang penting saat jatuh tempo dana 

talangan tersebut sudah lunas.  

Pembayaran nasabah yang melebihi tempo yaitu memakai   

perpanjangan akad  dengan menggunakan akad rahn. Sehingga nasabah 

menyerahkan jaminan surat berharga sebagai jaminan karna tidak dapat 

membayar pada tepat waktu dan dengan jaminan tersebut maka 

nasabah juga dikenakan ujrah. 

 Bahwa dari nasabah 1.600.000 hanya 5 orang yang mengalami 

perpanjangan akad karena tidak dapat melunasi pada waktu jatuh 

tempo yang di tentukan oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa 

Timur. Adapun nasabah yang melakukan perpanjangan yaitu: 

                                                           
26

 Ibid. 
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No. Nama Alamat Tgl jatuh 

Tempo 

Tgl 

Perpanjangan 

1. Suhadi Lamongan 28 November 

2015 

28 November 

2016 

2. Indah Zakia Zamania Sukodadi 28 November 

2015 

28 November 

2016 

3. Sumilan Sukodadi 27 November 

2015 

27 November 

2016 

4. Jagran Sukolilo 

Lamongan 

27 November 

2015 

27 November 

2016 

5. Suti’ah Sukodadi 1 Desember 

2015 

1 Desember 

2016 

 

Kasus 1 : bapak Suhadi mengajukan pembiayaan dana talangan haji di 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera setelah itu ketika bapak Suhadi sudah 

mendapatkan pembiayaan tersebut  maka harus melunasi pembiayaan 

tersebut dalam waktu 1 tahun ketika pak suhadi dalam waktu satu 

tahun tersebut mencicil untuk melunasinya, akan tetapi saat waktu satu 

tahun bapa Suhadi belum lunas dan masih kurang maka dikenakan ujrah 

dan pak Suhadi harus menyerahkan jaminan barang berharga, pak 

suhadi menyerahkan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor supra dan itu 

dikenakan 15%. Diasumsi oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Dukun dan  ujrah yang dibebankan kepada nasabah sebesar 

2.107.500.
27

 

Kasus II : Pada kasus yang dilakukan ibu indah ini juga sama yang 

seperti dilakukan sama pak suhadi hanya saja jaminan yang diserahkan 

                                                           
27

 Bapak Suhadi, Nasabah,wawancara,  Karangcangkring, 15-12-2015 
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BPKB sepeda motor Yamaha tahun 2002 maka ujrah yang dikenakan 

tidak sama dan ibu indah ini dikenakan ujrah 12% Diasumsi oleh pihak 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun dan  ujrah yang 

dibebankan kepada nasabah sebesar 1. 794.000
28

  

Kasus  III: Pada kasus BAPAK Sumilan sama dengan kasus ibu 

indah yaitu tidak  dapat melunasi saat jatuh tempo dan sudah mencicil 

separuh dari bagian hutangnya. Dan ketika pada saat jatuh tempo 

cicilannya masih kurang dan secara otomatis harus menyerahkan 

jaminan dan jaminan yang diserahkan berupa BPKB sepeda motor 

supra X  tahun 2009 maka ujrah yang dikenakan sebesar 16% Diasumsi 

oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun dan ujrah  

dibebankan kepada nasabah sebesar 2.656.000
29

 

Dari kelima nasabah tersebut mempunyai permasalahan yang sama 

yaitu, belum lunas saat jatuh tempo dan harus membayar ujrah  kembali 

dengan menyerahkan jaminan surat berharga sebagai pengikat seperti 

contoh dari ke lima nasabah tersebut cicilannya kurang 5-10 juta dan 

tetap masih dikenakan ujrah. Besarnya ujrah tersebut dilihat dari 

barang jaminan yang dititipkan, barang jaminan semakin berharga 

maka ujrahnya  semakin tinggi karena resiko juga tinggi. Biasanya 

                                                           
28

 Ibu Indah, Nasabah, wawancara, Karangcangkring, 15-12-2012 
29

 Bapak sumilan, nasabah wawancara, Karangcangkring 15-12-2015 
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pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera  dalam mengambil ujrah  itu 

berasumsi mulai dari 10-20%.
30

 Namun disini saya hanya mengambil 

tiga nasabah saja sebagai perbedaan dalam pembayaran ujrah.  

Nasabah mengajukan pembiayaan dana talangan haji KE BMT 

Mandiri Sejahtera Cabang Dukun, dan menjalin akad ija>rah  dan qard} 

dengan syarat harus membayar ujrah dan dana awal, namun ketika 

nasabah tersebut pada jatuh tempo tidak dapat membayar ujrah dan 

secara otomatis nasabah tersebut membayar ujrah kembali seperti ujrah 

diawal. Jika nasabah tersebut tidak dapat membayar sama sekali, tetapi 

jika nasabah ada yang sudah membayar tetapi waktu jatuh tempo 

belum lunas maka harus menyerahkan jaminan dan ujrahnya  berbeda 

dan ujrah di dapat tersebut sesuai jaminan yang digadaikan, ujrah  

tersebut diambil dengan asumsi mulai 10-20% Tergantung  jaminan 

yang dititipkan dengan asumsi bahwa BPKB sepeda motor yaitu rata-

rata1 10-17% dan mobil atau kendaraan yang beroda empat rata-rata 

asumsinya 17- 20%.  

5. Problematika  yang dihadapi oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Dukun Jawa Timur pada nasabah yang jatuh tempo. 

Secara keseluruhan sejak dibuka pembiayaan dana talangan haji sampai 

sekarang belum menemukan masalah sama sekali, karena dari pihak KJKS 

                                                           
30

 Sunjianto , Kasubag Pembiayaan, wawancara Karang Cangring, 15- 12- 2015. 
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BMT Mandiri Sejahtera tidak menemukan kesulitan dalam hal menangani 

nasabah yang macet. Karena hal ini sudah dikelompokkan dalam ha nasabah 

yang mengalami macet dan tidak  seperti yang disampaikan oleh bagian 

Kasubag Pembiayaan.  

Kebanyakan nasabah  ini yaitu kredit macet dan nasabah yang pada 

saat jatuh tempo tidak bisa melunasi sehingga melakukan perpanjangan 

akad. Sehingga nasabah harus membayar ujrah lagi. Nasabah yang 

melakukan perpanjangan tersebut dikenakan ujrah lagi seperti di depan, 

namun ini hanya berlaku jika nasabah tidak dapat membayar sama sekali. 

dengan menjaminkan BPIH atau seat porsi hajinya. Dalam hal ini nasabah 

yang tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo dan sudah membayar 

dengan menyicil yaitu dengan menjaminkan barang berharga sehingga 

beralih ke pada akad rahn dan ujrahnya pun berbeda tidak lagi 3 juta yang 

seperti di awal tetapi dilihat dari barang yang dijaminkannya.  Maka dalam 

hal ini nasabah kebanyakan tidak ada yang membatalkannya. Tidak ada 

nasabah yang melakukan yang menunggak sebab dari itu nasabah diberi 

keringanan untuk mencicil dengan syarat menjaminkan BPKB dan akadnya 

menjadi rahn.31
 

Nasabah yang sudah lunas antara lain: 

No Nama Nasabah Alamat 

                                                           
31

 Ibid. 
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1. Surjianto Karangcangkring 

2. Yamsri Karangcangkring 

3.  Djonah Karangcangkring 

4. Maji Bulangan 

5. Zulifah Karangcangkring 

 

Nasabah yang sudah yang telat membayar pada jatuh tempo dan melakukan 

perpanjangan ulang : 

No. Nama Alamat Tgl jatuh 

Tempo 

Tgl 

Perpanjangan 

1. Suhadi Lamongan 28 November 

2015 

28 November 

2016 

2. Indah Zakia Zamania Sukodadi 28 November 

2015 

28 November 

2016 

3. Sumilan Sukodadi 27 November 

2015 

27 November 

2016 

4. Jagran Sukolilo 

Lamongan 

27 November 

2015 

27 November 

2016 

5. Suti’ah Sukodadi 1 Desember 

2015 

1 Desember 

2016 

Menurut kasubag pembiayaan bahwa jumlah pembiayaan nasabah pertama 

awal dibuka sampai sekarang ada kurang lebih dari 1. 600.000 nasabah. 

Dalam hal ini selama pembiayaan dana talangan haji dibuka tidak ditemui 

nasabah yang membatalkan hajinya.
32

 

                                                           
32

 Ibid. 
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 Pembiayaan dana talangan haji di buka mulai januari 2007. Terdapat 

beberapa macam ketika terjadi korebilitas (anggota macet dan tidak macet). 

kepada nasabah yaitu antara lain:  

a. Lancar tanpa tunggakan. Berarti nasabah sudah melakukan pelunasan. 

b. Kurang lancar. Solusi yang diberikan yaitu memperpanjang akad dengan 

menggunakan jaminan. 

c. Diragukan. Nasabah yang belum bayar sama sekali saat jatuh tempo. 

 Menurut nasabah kalau terjadi kendala di dalam pembiayaan, pihak  

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun memberikan solusi yaitu 

menjadwalkan ulang atau memperpanjang jangka waktu. 
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BAB IV 

ANALISIS  FATWA DSN TERHADAP UJRAH TALANGAN HAJI YANG 

MELEBIHI TEMPO DI KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG DUKUN 

JAWA TIMUR 

A. Analisis Aplikasi Terhadap  Penerapan  Ujrah Pada Dana Talangan Haji 

Yang Melebihi Tempo. 

1. Pada saat nasabah melakukan pembiayaan dana talangan haji, nasabah 

tersebut sudah membayar dengan menyicil atau mengangsur dana talangan 

haji tersebut, namun pada saat jatuh tempo belum lunas dan secara 

otomatis nasabah tersebut disuruh membayar ujrah dan menyerahkan 

jaminan namun ujrah atas jaminan tersebut berbeda- beda tergantung 

jaminan yang diberikan. 

 Mengenai barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi pinjaman 

ini baik al Quran, Sunnah dan  Ijma’ tidak ada yang menjelaskan secara 

pasti apakah barang tersebut berupa barang bergerak ataupun barang tak 

bergerak, akan tetapi menurut pandangan syara’ dijelaskan bahwa yang 

dijadikan jaminan adalah barang yang ada harganya, tidak termasuk barang 

najis atau bernajis.
1
  

Namun  menurut fatwa DSN dalam rahn.
2
 

                                                           
1
 Al-Jaziri, Terjemahan Fiqih Empat Madzhab.  257. 

2
 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Nomor: 25/dsn/-mui/iii/2002. 
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Ketentuan Umum 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) 

dilunasi. 

2. marhun (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin  pada 

prinsipnya. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali 

seizin rahin. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan peyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. 

Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

4. Besar pembiayaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun 

tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualam marhun  

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 

untuk segera melunasi hutangnya. 

b. Apabila rahn tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun 

dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan 

syariah. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

84 
 

c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 

serta biaya penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

Maka pada kasus tersebut tambahan atas imbalan yang diterima 

murtah}in adalah dibolehkan karena marhu>n yang dijadikan jaminan utang 

telah dipelihara oleh murtah}in.  karena tambahan atas imbalan tersebut 

sebagai jasa perawatan dan pemeliharaan jaminan tersebut. Namun ujrah ini 

dikenakan berbeda-beda atas barang jaminan yang diserahkan. 

2. Nasabah yang tidak bisa membayar sama sekali itu tetap dikenakan ujrah 

yang sama seperti diawal. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena 

ketika ija>rah selesai dan nasabah sudah mengambil manfaat dari jasanya 

tersebut maka tidak boleh mengambil ujrah kembali seperti hadist yang 

berbunyi 

   )رواه ابو يعلي وابن ماجه والطبرنى والتزمذى(   هُقَزَعَ فَّجُيَ نْاَ لَبِقَ هُزَجِأَ زَيِجِوا الَأطُعِااُ

  

"    Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum 

kering keringat-keringat mereka." (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, Ath-

Tabrani, dan at- Tirmizi).” 
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Apabila mengambil ujrah  maka menggunakan akad qard  sebagai 

tambahan hutangnya. Dan itu tidak diperbolehkan karena setiap hutang tidak 

boleh ada tambahan dan itu dapat dikategorikan riba. Karena dari akad 

ija>rahnya sudah selesai dan apabila seat porsi haji sebagai jaminan dari akad 

rahnnya maka tidak sesuai dengan ujrah yang diberikan kepada nasabah 

karena pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun sudah tidak 

melakukan apa-apa terhadap jasa yang diberikan, hanya saja menjaga jaminan 

yang ditipkan dan seharusnya dalam pengambilan ujrah tidak disesuaikan 

seperti di depan. 

Pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan oleh KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera cabang Dukun Jawa Timur adalah suatu akad yang 

memakai akad  ija>rah, qard}, dan rahn. Yang dilakukan oleh nasabah dan 

KJKS BMT dalam hal nasabah mengajukan pembiayaan dana talangan haji 

untuk mendapatkan pinjaman dan pengurusan dalam mendapatkan seat porsi 

haji. 

Dalam pembiayaan dana talangan haji ini nasabah harus mematuhi 

persyaratan yang sudah ditentukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Dukun, yaitu nasabah harus menyetorkan uang 6.200.0000 untuk 

mendapatkan talangan tersebut. Dan dalam hal ini KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera  juga menahan seat porsi haji untuk di jaminkan apabila nasabah 

dalam waktu ditentukan tidak dapat melunasi talangannya tersebut. 
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Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun menetapkan ujrah  

3.000.000 untuk tahun kedua apabila nasabah dalam jatuh tempo tidak dapat 

membayar talangannya yaitu dengan membayar ujrah kembali. Dalam hal ini 

nasabah harus menjaminkan barang berharga, jadi akad kedua ini seperti akad 

rahn, dan dari pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa 

Timur sudah mempertimbangkannya sesuai dengan barang tersebut yang 

dijaminkan. 

Dari pengertian di atas maka mekanisme operasional KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad talangan 

tersebut KJKS BMT Mandiri Sejahtera memakai akad qard} dan yang kedua 

ija>rah dan apabila nasabah dalam waktu jatuh tempo tidak dapat membayar 

maka  memakai akad rahn. 

Dalam pemberian pembiayaan dana talangan haji tersebut 

sebagaimana dijelaskan, maka perlu analisis pemberian tahapan pembiayaan 

dana talangan antara lain: 

1. Setiap permohonan pembiayaan dana talangan haji wajib dianalisa 

dan dievaluasi meliputi kejujuran dll. 

2. Sebelum pinjaman diberikan, adanya kesepakatan kedua belah 

pihak terhadap perjanjian yang mereka buat. 
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3. Proses analisa pembiayaan dilakukan dengan melengkapi 

pengisian formulir permohonan, dan menyetorkan syarat-syarat 

yang diminta oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera. 

Kemudian dalam penentuan ujrahnya. Pihak  KJKS BMT menentukan 

ujrah yang dikenakan tidak sama dengan ujrah sebelumnya karna harus 

disesuaikan dengan barang jaminan yang diserahkan kepada pihak KJKS 

BMT Mandiri Sejahtera tersebut.  

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang penetapan ujrah  dalam 

akad, bahwa menurut bapak Sujianto biaya ujrah bisa berbeda dilihat dari 

jaminan dan hutangnya tersebut. Ini ditunjukan untuk nasabah yang tidak 

dapat membayar saat jatuh tempo.   

Jika dilihat dari aplikasi penetapan ujrah tersebut di atas, terdapat 

perbedaan mengenai penentuan ujrah antara kedua nasabah tersebut. Dimana 

nasabah yang melakukan pinjaman tersebut , karena jumlah besarnya ujrah 

yang kedua tersebut ditentukan oleh besarnya pinjaman dan berharganya 

barang jaminan.  

Dalam masalah ini bahwa nasabah di awal diwajibkan membayarkan 

ujrah dan jika tidak dapat membayar dengan waktu yang ditentukan selama 1 

tahun, maka nasabah dikenakan ujrah untuk tahun kedua dan ujrah tersebut 

harus dibayarkan di awal lagi dan harus membayar sesuai ujrah  sperti di awal 
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maka terlihat disini bahwa terdapat adanya pembebanan ujrah ketika nasabah 

sudah mendapatkan seat porsi haji dalam pembayaran ujrah nasabah.  

Beban ujrah yang ditanggung oleh nasabah tersebut sudah terdapat 

kesepakatan di awal tidak keberatan jika dikenakan ujrah untuk tahun kedua, 

menurut nasabah sujanto bahwa itu merupakan konsekuensi dan tanggung 

jawab saya karena ketidak mampuan atas telat dalam bayar dana talangan 

pada jatuh tempo yang ditentukan jadi disini dapat dilihat bahwa adanya 

kerelaan dan kesepakatan. Menurut dalam fiqih Sunnah bahwa itu boleh 

dilakukan  

Menurut madzhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan 

adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat upah seperti 

sebagian upah dan menangguhkan sisanya sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. Dasar hukumnya adalah hadist Rasulullah yang artinya “Orang-

orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka” 

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat 

atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu 

maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Jika akadnya atas jasa, maka 

wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad 

dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan 

penangguhannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat, “Wajib diserahkan 

berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima. 
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Perpanjangan akad dapat dilaksanakan karena di dalam Islam akad 

dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. 

Akad qard} digunakan untuk talangan haji sebagai pinjaman murni 

sedangkan untuk pengurusan jasa memakai akad ija>rah.  

B. Tinjauan hukum Islam terhadap ujrah talangan haji yang melebihi tempo di 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur. 

Penerapan ujrah talangan haji yang melebihi tempo. Yaitu sesuai 

dengan ketetapan dari pihak KJKS sesuai dengan produk pembiayaan. Hal ini 

dilakukan oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan 

pertimbangan dan mempermudah nasabah dalam melunasi hutang tersebut. 

Maka dengan hal ini pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera menetapkan ujrah 

agar pihak nasabah tidak melanggar peraturan tersebut.
3
 

Menurut penulis ujrah  yang dibebankan kepada nasabah untuk tahun 

kedua ketika nasabah tidak dapat membayar itu diperbolehkan karena itu 

sebagai perjanjian di awal dan dari pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Dukun Jawa Timur sudah melakukan tugasnya dalam hal 

memberikan fasilitas dan membantu para nasabah untuk mendapatkan seat 

porsi haji. sehingga pihak dari KJKS sudah wajib memperoleh ujrah dari 

nasabah. 

                                                           
3
 Ibid. 
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Namun pada kenyataannya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Dukun Jawa Timur menggunakan tiga akad yaitu qard} digunakan untuk dana 

talangan haji sedangkan yang kedua memakai akad ija>rah untuk pengurusan 

seat porsi haji. dan apabila untuk tahun kedua yang melebihi tempo maka 

didakan perjanjian ulang atau perpanjangan akad, maka bagi nasabah yang 

pada saat jatuh tempo tidak dapat membayar maka harus membayar ujrah 

lagi dengan kata lain tidak untuk pengurusan haji tetapi pindah ke akad rahn 

yaitu dengan menjaminkan barang berharga yang dimiliki sehingga ujrah 

pada tahun kedua untuk perawatan barang dan nasabah dapat dipinjami uang 

dengan syarat dibayarkan untuk melunasi cicilan yang belum lunas saat jatuh 

tempo. Sehingga menurut fatwa DSN termasuk diperbolehkan karena dilihat 

dari syarat-syarat gadai tersebut sudah terpenuhi. 

C. Analisis Hukum Islam terhadap ujrah yang dibebankan. 

Dalam syarat ija>rah bahwa mengenai harga sewa atau upah, disyaratkan 

harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik dalam segala 

bentuk transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah. Menurut Imam Sha>fi’i 

dan Ahmad, “Ia berhak sesuai akad. Jika orang yang menyewakan (mu’ajir) 

menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewa (musta’jir), maka 

ia berhak menerima seluruh  bayaran karena penyewa sudah mendapatkan 
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manfaat dari kontrak. Dan ia wajib menyerahkan kompensasi agar dapat 

menerima barang atau jasa tersebut. 

Mengenai ujrah yang dibebankan kepada nasabah tergantung kepada 

nasabah talangan haji yang sudah membayar atau mencicil, apabila nasabah 

tersebut pada tahun kedua sudah bisa membayar atau mencicil dana talangan 

haji tersebut maka ujrah yang dibebankan tidak sama dilihat dari besarnya 

hutang dan jaminannya sehingga ujrah tersebut tidak lagi ikut upah ija>rah 

melainkan upah dari perawatan jaminan yang di jaminkan sebagai hutang 

dalam perpanjangan akad dana talangan haji. sehingga beban ujrah yang 

dikenakan kepada nasabah yaitu dengan memakai akad rahn. 

Maka dalam hal ini ujrah yang dikenakan kepada nasabah itu 

diperbolehkan, karena sebagai upah untuk menjaga barang dari pemiliknya. 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Setelah pada bab sebelumnya peneliti jelaskan beberapa aspek penting 

dalam menganalisa ujrah talangan haji yang melebihi tempo di KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur, mulai dari pendahuluan, landasan 

teori, pengumpulan data sampai dengan analisa, maka peneliti dapat 

menyimpulkan antara lain: 

Pelaksanaan nasabah pembiayaan dana talangan haji yang gagal bayar di 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur yaitu harus 

membayar ujrah  kembali  sesuai  dengan  jaminan  yang  diberikan oleh nasabah 

ke KJKS BMT Mandiri Sejahtera tersebut, jika jaminannya semakin berharga 

maka ujrahnya semakin tinggi. Tetapi ini berlaku bagi nasabah yang sudah 

mencicil dan dalam pelunasannya masih sedikit. Namun jika yang belum 

membayar sama sekali maka tetap dikenakan ujrah yang sama seperti di awal. 

Dalam perpesktif Fatwa DSN, akad pembiayaan talangan haji di KJKS 

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur sudah sesuai dalam 

menerapkan praktiknya karena dengan praktiknya tersebut ujrah yang 

dibebankan ketika nasabah mencicil dan saat jatuh tempo belum lunas  diambil 
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dari ija>rah  dan akad  rahn  bukan di ambil dari akad qard}  sehingga  ujrah 

tersebut tidak  didasarkan  pada  jumlah  talangan haji yang diberikan oleh 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun  kepada nasabah. Namun  dilihat 

dari jaminan maka jaminan tersebut harus bisa  dimanfaatkan Sehingga nasabah 

tersebut tidak bisa dikatakan riba karena bukan tambahan dari prosentase dari 

ujrah jika nasabah belum mampu membayar dana talangan haji.. 

Dalam persperktif fatwa DSN, akad pembiayaan talangan haji di KJKS 

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur bagi nasabah yang belum 

membayar atau mencicil sama sekali dan saat jatuh tempo belum lunas maka 

harus membayar ujrah seperti diawal dan ini dalam praktiknya bertentangan 

dengan Fatwa DSN karena ujrah tidak boleh dibesarkan dengan hutang dengan 

Kaidah fiqih mengatakan, “Setiap qard} yang meminta manfaat adalah riba. 

Sehingga qard}}  tersebut tidak boleh diminta ujrahnya.  

B. SARAN 

1. Kepada seluruh nasabah hendaknya bisa menggunakan fasilitas pembiayaan 

dana talangan haji dengan baik dan pembiayaan yang memakai standart 

syariah, dan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sebaik-baiknya. 

2. Kepada pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Jawa Timur 

supaya lebih berhati- hati dan memperhatikan lagi terhadap aplikasi 

pembiayaan dana talangan haji agar tidak mengarah kepada pembiayaan yang 

bersifat non syariah. 
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3. Masyarakat tidak serta-merta menggunakan produk-produk yang disediakan 

tanpa melihat kemampuan pada diri dalam pelunasan karena ini berhubungan 

dengan kepentingan banyak pihak.    
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